GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 822 - 2023
TENTANG

EVALUAS]I RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR
SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3)

1

dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan evaluasi sebelum
ditetapkan oleh Bupati.

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi untuk menguji
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara dan RPD.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubermnur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati
Pesisir Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286).
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Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara [(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20064 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5587), scbagaimana telal diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor &
Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856];

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757).

Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor £806).

Peraturan Pemerintah WNomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Eepublik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor @ Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perawuran Menten Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
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MEMUTUSKAN :

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dar Keputusan Gubernur ini.

Bupati Pesisir Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan
penvempurnaan dan pernyesualan atas Rancangan Peraturan
Daerah  Kabupaten Pesisir Selatan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati Pesisir Selatan  tentang Penjabaran  Anggaran
Pendapalan dan Belanja Daerzh Tahun Angpgaran 2024
berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) har
terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati
Pesisir Seclatan  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Bupati Pesisir Selatan menctapkan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesisir Sclatan tentang Anggaran
Pendapatann dan Belanja Daerah menjadi Peraturan Daerah
dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selalan tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur
mengusulkan kepada Menteri Dalam  Negerl, selanjutnya
Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan
untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana
Transfer Umum sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Bupati Pesisir Selatan menyampaikan kembali Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati Pesisir  Selatan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang
telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesual
dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana diklum
KEDUA untuk mendapatkan nomor register.

Bupali Pesisir Selatan menetapkan Rancangan Peraturan
Daerah  Kabupaten Pesisir Selatan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati Pesisir Sclatan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
menjadi Peraturan Daecrah Kabupaten Pesisir Selatan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran
Anggaran Pendapstan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 selelah mendapatkan nomor register sebagaimana
diktum KEEMPAT.




KEENAM

KETUJUH

Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
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Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Einfl Keuangan Daerah;
2. Kepala Perwakilan BPK Rl Provinsi Sumatera Barat;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - 822 - 2023

TANGGAL 18 DESEMBER 2023

TENTANG EVALUAS! RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
DAN  RANCANGAN  PERATURAN  BUPATI
PE3ZISIR SELATAN TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUAS] RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR
SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

TUJUAN EVALUAGSI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir
Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji
kesesuaian Ranecangan Peratluran Daerah Kabupalen Pesisir Selatan tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir
Selatan tentang Penjabaran APBED T ahun Anggaran 2024 dengan :

A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
B. Kepentingan umum,

C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah {RKPD], Kebijakan Umum APBD (KUA)
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan

D. Eencana Pembangunan Dacrah (RPD).

KEBLJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 112
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendapat evaluasi Gubernur
sebelum ditetapkan oleh Bupati, meliputi:

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangsn Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan

Peraturan Perundang-Undangan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 vang telah disetujui bersama antara Bupati Pesisir
Selatan dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada
Gubernur dcngan tahapan jadwal penyvusunan APBD sebagaimana Tabel.
1, sebagal berikut ;
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Tahel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

Penetapan/ Persetujuan / Surat

Lraizn Nomor Tan Ket.
Penetapan Perkada S?l'?lm'l
mengenai REPL Kabupaten 21 Tahun 2023 4 Juli 2023 [p_ ing lambat 1 satu
Pesisir Belatan Tahun 2023 rmnggu_scltc]ah REPD
Provinsi di tetapkan)

Penyampaian Rancangan g .
KUA dan Rancangan PPAS 910/579 /BPKPAD- 10 Jul; 2023 [PE;‘.;“;’!mbat
nleh Kepala Daerah kepada PS/VI 20223 . .

pa p FVILf minggu 1l bulan Juli}

. [3PRI}

Kesepakatan antara Kepala
. Draerah dan DPRD atas
i Rancangan KUA

1RO/ 404 /BPT-PS /2023
26/DPRD PS5/ 2023

! 14 Agustus 2123

Basual,

{paling lambat
mingeu i bulan
Agustus]

Kesepakatan antara Kepala
Daerah dan DPRD atas
Rancangan PPAS

180405 /BPT-PS /2023

27 {DPRD-PS/ 2023

b4 Aguarus 2023

Sesual,

(paling lambral
minggu I bulan
Apustus)

Penyarmpaian Rancangan

Fesual,

Peraturatt 1Xaeral temtang %10,/851/BFKFPAD- 13 September ipaling lambal

AFBD oleh Kepala Daerah Pa IR 2023 2023 minggu |1 bulan

kepada DPRD o . September] A

Sesual, I

Perastujuan bersama DPRD - - . ) (paling lamhat 1

dan Kepala Draerah Tentang 18;)5?{;;;%?;81!2%%%23 27 Nzrggénber (satu) bulan sebelumn

Ranperda APBD dimulainiya tahun :
— anggaran berkenaan)

Menvampaikan Rancangan Sesual, .

Peraturan Daerah tentang (disampaikan 3 (tiga]

APBD dan Rancangan 000.7.2.3/56/BPRFPAD- 28 November hari sejak tanggal

. Peraturan Kepala l¥agrah PSf2023 2023 persetujuan
tentang Penjabaran APHI Rancangan Perda
untuk dievaluasi Gubernur APBD)

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 telah disetujui bersama antara Bupati Pesisir
Selalan dan DPRD pada tanggal 27 November 2023 dan telah
disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 29 November 2023, sudah
sesual dengan Pasal 245 ayal (3), Pasal 313 ayat (1} dan Pasal 319
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Neomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
ditcgaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2024, vaitu disampaikan kepada Gubermnur untuk
dievaluasi paling lambat 3 {tiga] hari kerja sejak tanggal persetujuan
bersama terhadap Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Peosisir
Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut juga disertai
dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan
DPRD.

RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024
ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2023, sudah sesuail dengan Pasal 104

ayat {2} Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
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Tata Cara Pecrencanaan, Pengendalian Dan Ewvaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Mcnengah Dacrah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemcerintah Daerah, yang
menegaskan bahwa Bupati/Bupati menetapkan Peraturan
Bupati/Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten /Kota paling lambat 1
(satu] minggu setelah RKPD Provinsi diletapkan, di mana penetapan
RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dilakukan pada tanggal 27
Juni 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomeor 18 Tahun
2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemnerintah Daerah Tahun 2023.

Selamjutnya penyampalan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun
2024 oleh Bupati Pesisir Selatan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
pada tanggal 10 Juli 2023 dan Kesepakatan antara Bupali Pesisiv
Selatan dengan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap KUA dan
PPAS Tahun 2024 pada tanggal 14 Agustus 2023, sudah sesuail dengan
Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa penyampaian
Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2024 oleh Kepala Daerah
kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu T Agustus 2023 dan
Kesepalkatan antara kepala Daerah dan DPED atas Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu II Agustus 2023.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2023
oleh Bupati Pesigir Selatan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada
langgal 13 September 2023, sudah sesual dengan Tahapan dan jadwal
proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2024 yang menegaskan bahwa Penyampalan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambal
Minggu II bulan September bagi dacrah yang mencrapkan 5 (lima) hari
kerja per minggu atau paling lambat Minggu [V bulan September bagi
daerah yang menerapkan b6 (enam} hari kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun 2024 oleh DPRD Kabupaten Pesisir Sclatan dengan Bupati
Pesisir Selatan pada tanggal 27 November 2023, sudah sesuai dengan
Tahapan dan jadwal preses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7
angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD)
Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa Perselujuan bersama
DPRD dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 1 [satu] bulan
sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Kedepannya Bupali dan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan agar tetap
konsisten dalam memenuhi lahapan dan jadwal proses penyusunan APBD
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penetapan
RKPD, penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan
PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk
merjadi dasar bagi Pemerintah Daecrah dalam menyusun, menyvampaikan
dan mecmbahas rancangan Peraturan Dasrah tentang APBD Tahun
Anpgaran 2024 sesuai dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111
Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
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B. Kebjjakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang
dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana
penerimaan daerah yang terukur secara rasional vang dapat dicapai
untuk sctiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan
daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah
merupakan rencana pengeluaran daerah sesual dengan kepastian
tersedianya dana atas penerimaan dacrah dalam jumlah yang cukup dan
harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, vang terdiri atas
belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, Selanjutnya, setiap
pejabat dilarang melalukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas
beban APBD jika anggaran untuk membiaya) pengeluaran tersebut tidak
tersedia atan tidak cukup tersedia.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan
pendapatan daerah, belanja dacrah dan pembiayaan daerah antara lain
dengan ketentuan:

1. ¥Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Alokasi largel pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun
Anggaran 2024, harus berdasarkan pada perkiraan yang terulkur
sccara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan, schagaimana
maksud Pasal 24 ayat {(4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019. Bcerkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun prognosis target
pendapatan harus memperhatikan realisasi pendapatan daerah
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rpl.633.057.724.701,01 atau
98,22% dan total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2022
dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 sampai
dengan tanggal 10 Novernber 2023 sebesar
Rpl1.259.726.517.374,23 atau 73,70% dan total pendapatan
daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
tentang APBD Tahun Anggaran 2023,

b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Sclatan tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar
kemnbali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan diakui  sebagai
penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu)
tahun anggaran, scbagaimana maksud Pasal 28 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.l.a s/d
C.1.] Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun
2023.

c. Penetapan target pajak daerah dan retribus: daerah dalam APBD
mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makre ekonomi
daerah, potensi pajak dacrah dan retribusi daerabh sebagaimana
maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomoar 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Poemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.




-5

Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain
adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi
melalui  inovasi kebijakan serta mitigasi dampak unluk
percepatan pemiulihan ckonomi dan restrukturisasi transformasi
ekonomi,

2. Kebijakan Belanja Daerah

a.

Alokasi belanja daerah dalam FRancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024
merupakan  rencana  pengeldaran  daerah  sesuai  dengan
kepastian terzedianya dana atas penerimaan daerah dalam
Jumlah yang cukup dengan memperhatikan realisasi belanja
daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rpl.629.187.038.487,50
atau 92,38% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2022
dan realisasi belanja daerzsh Tahun Anggaran 2023 sampai
tanggal 10 November 2023 sebesar Rpl.221.415,514.906,35 atau
67,40% dann teotal belanja daerah dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun
program pembangunan daerah sesual dengan prioritas dan
kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan
kebutuhan urusan permerintahan wajibh yang terkait dengan
pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan
schagaimana maksud butir C.1.m Lampiran Peraturan Menten
Dalam MNegeri Nomor 15 Tahun 2023.

belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan
masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan
pendapatan daerah, dan [okus pada pencapaian largel pelayanan
publik sebagaimana maksud butir C.1.m.1} Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023..

belanja dacrah disusun dalam rangka mendukung percepatan
transformasi ekonomi paling sedikit meliputi:

1] penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain:

3] pengurangan beban pengeluaran masyarakat.

b} peningkatan pendapatan masyarakat.

¢ penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
2) penurunan stunting antara lain:

a] kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti
permnberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu
hamil, bayi dan balita.

b) kegiatan yang mendukung intervensi gizi  sensitive
seperti penyediaan akses air minum layak, akses
sanitasi layak, akses layanan keschatan dan keluarga
berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting,.

¢} kegiatan pendukung penanganan stunting, secperti
kegiatan [fasilitasi penataan dan pemberdayaan
kciembagaan;

dengan memprioritazkan belanja utamanya untuk kegiatan
yang mendukung pemberian makanan tambahan dan
suplemen gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita.
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3] pengendalian inflasi antara lain;
a) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan stratogis.
Bl pengendalian laju alth fungsi lahan.
¢} pemberian bantuan sektior pertanian yvang tepat sasaran.
d] penguatan tata kelola logistik daerah.
€] pengawasan harga dan operasi pasar.

4] peningkatan investasi antara lain:

a) kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan
sistem Cnline Single Submission (OSS).

b) mendukung penguatan konektivitas dan  kualitas
sumber dayva manusia.

5) penguatan kualitas sumber daya manusig,
6] pembangunan infrastruktur; dan
7] peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA).

Pemnerintah  Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan target
capaian Kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang konkrit
dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, efisien, e¢konomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawah.

dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalamm APBD,
Pemerintali Kabupaten Pesisir Selatan memprioritaskan alokasi
anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran
belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja
program, kegiatan dan subkegiatan.

Belanja Daerah vang disusun harus berpedeman pada standar
harga satuan regional, analisis standar beclanja, dan/atau
standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir
C.1.m.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

d.

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, balk pada tahun anpgaran yang berkenaan maupun
pada tahun tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud
Pasal 28 ayat (3} Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
dan butir C.1.n Lampiran Peraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2023.

klasifikasi alkun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan
kerja pengelola keuangan daerah sesual dengan  kotentuan
peraturan perundang-undangan.
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¢.  pembiayaan nette merupakan  selisth  antara  penenmaan
pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto
digunakan untuk mengpunakan surplus anggaran atau menutup
defisit anggaran.

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI
DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Dacrah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah tenlang APBD Tahun Anpggaran 2024 sebesar
Rpl.680.914.716.515 meirgalami pengurangarn sebesar
Rp(28.513.760.995) atau (1,66%) dibandingkan dengan target
Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rpl.709.234.477.510.

Fendapatan Dacrah tersebut diuraikan sebagai berikut :
1. Pendapatan Asli Daerah [PAD) sebesar Rpl39.436.095.557.
2. Pendapatan Transfer scbesar Rpl.541.253.620.938.

Penganggaran targel Pendapatan Daerah tersebut haras merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta
berdasarkan  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 avat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelelaan Keuangan Daerah.

Selain itw, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga harus melakukan
reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung
pemulihan dunia usaba dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta
mitigasi dampak unluk percepatan pemulihan ekonemi dan
restrukturisasi transformas: ekonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancanpgan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 scbesar
Rpl.6B0.914.716.515 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Pendapatan Daerah

!r ‘ PENDAPATAN DAERAK .
4 PENDAPATAN ASL| DAERAH (PAD) 125.436.095.557.00
a1 Pajak Daesan 30 084 50C CCC.CC |
4102 Retncars: Dasran § 232 964 B2+ 00
4103 Hasl PerJekiaan #akayaan [aeran yang Dipisahsan 7 [0 00O GO0 00
ERR] Lair-lar: PAD yang 5ah g7 112 630 736,00
42 PENDAPATAN TRANSFER 1.547.263.620,958.00
4200 Perdapatan T-anzter Pemenitzh Pusal * 453 204 256 000 00
e202 Perdapatan T-ansfe: Arvar Daetar 87 265 364 958,00 |
43 LAINTAIN PENCAPATAN DAERAH YANG SAH 125.000.000,00
a3 Femapatar Hitar 225000 000 20

Jumiah Pendapatan 1.680.914, M1 515.04 I
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Tabel 2.1

Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
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{Rp|

Targot
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24T A21.5TT.819.00
43.510.180.014,00

SO0, O, GOG, 00

1 T40.334.696,00

40, 6 B OO0, 00

430 Q0 O, L0

15,940 QUM OG0

15 S0 G0 Q00,00

3 QU QUK N0, G0

2359 0.ALELN
7.7 50,000 000,00

5.218.965.671,00

GR1.921,32 1 00

GR1.GZL.321,00

AT L A2 D

338,025, 000,00

346,800, 500D

A0, OO, (00, 00

Reulisani
3

258.406.205.723 85
44.233.320.535.00

25380206500

2.175.083.364,00

T0.324 AT4 00

A0S0 G000k

A6 7. 04 S5 L0

16,4449 463 U068 00

16,444 403 (LW 00

125 GOHLOD

28907 . 14R.547 00

2510 27ROE7 .00
2B TO2ENL 00

205165500

4.856.572.663,00

. 438 050,00

#6436 D50, H)

S, L35 100 ()

442 872.000,00

LT 497 000, G

32100 OO, G0

#v3:2

104,24
101,66

H4.0
124,95

O, (K

E7.47

1ik, 18

103,18
103,16
{3,000

96,90
10, 7ot
T4
LR E]
23,06

127,04
L2706
L3143
P30
4315

EU.25

APFBD Tabut Abggaran 3023

[Rp) ]
Renlizsnl Por 10 Now

Target
L]

138,430,536 445,00
RT.455.634.550,00

33 303115040

L7033 6,00

21,242,154 A4}

Sl 1GA. 162, (K

17 430,313 048, 04

2. B&ET. 201894, (K

23592003 18,00
2,192 ARO.Z1H00

7.863.651.1T0,00

HU4 250 261 K
B0 Q00 O
47197521400

407 . 503107 .00

L &5, D, OO0 O3

0 (K000

2023
B

122.844.117.TBD,(M}

23.133.311.308,00

A58 ohE.O204

|.522.153.952.00

Gl 154 750,00

THZ GUHa L (00, DEY

0,00

19.625.330.875,00

200,000, 062

1.723 B22.353,00

2ART 5HA.453,00
2045 383 905, ()

2.872.870.991,00

136,293, 1 50,00

A22.313,.230,00

4 12, 7Hd RO,

A51.2RR.000,00

F32.4537. 500,00

£, S QaCHD )

T=5: 5
BH,74

84,26
2,23
8746

(AL

240,82

095

O.(H)

83
Q.00
60,12

LM, 59

3,27
[FREIN]
36,53
19,63

10,74
BT 46
Ef, 1%
f7,ul

23,00

Target AFBD Tahun

Anggarap 3024

IBE|
g

13%.436.095.857,00
30.086.500.000,00

OO 00, (0,30

2,250.000.000,60

T TR0 (KM, 0

R0 OO, (MO L0

1 Gk CROCE, (0, Dk

17, 570 Ok, CR0 Dk

2.500.000.00

SO LI TR, DY

2.900.006.000,00
3000, 5040, LU, DU

04 0, CROCk, D
5.234.9584. 821,00

1.304 013 321,00

RN R ]

420000 AR, 00

3 0000, OO0, 00

Belisih Target
APBD TA. 2032
dan Targst AFBD
TA. 2024

[Rp
=83

133,303, 1 153,00}

3. B H3H, 00

1.3, RA6.G52.00

132,738, 136,00

FO0. I LIGD Oe)

| j2.628.606.358,00]
B F A L 00

A3, DO GO, QD TR

2. 408 853,00

(195000, GO, 0O}

1.008.569.112,00
2.632.851. 450,00

S00.6A5.304,00

14 7R7 R4, 00

THG. DU 00000

1, 50000000

S40. 749 AHZ.00
BOT. L LY, THT (1)

32544 THO DD

10, DR U0, G0

“h
Belinik

Target
AFBD
TA
2023
dan

Target
AFBD

TA
024

%]
10=9:5
0,73

2,39
NFRETL)
i Y
[ARNA]

A AT

ThI]

0,00
.80
{3,010

463
2242
g6 KL

000

-33,43

AT.54

RALVREV)
1,90
1,04

- 100, Tk

13,33

% dard
Targat
APHD
Tahun
AREgaran
2024 dan
Realiassd
APFHD TA
2023
par 10

~ Row 2023

%)
L1=H:6
113,51

130,07
B2 AL
147,82

G20

TO.A7
15164

.00 .
T2 13 .
1250,00
Lfa 03

117,52
Ldta 7

[1,0K)
182,24

W5h, 7
£, 5
122,33
119,56
0.00

a7evl
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Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp139.436.095.557.

Target Pendapatan Ash Daerah pada Rancangan APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Persandingannya dengan target dan realisasi PAD
pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel 2.1
di bawah ini.
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APBD Tahunn Anggucen J032

{Rp|

Targek

AR ALK O, 00

A4, 20M3000, 0

192 000 Q0 0

400000 004 D0k

7 000.060.00
50.U60.U00,00

457, L90uon J0

HLERE G PRSI

10,000,630

1044 T OO0, U0

100,080, OCH) D

300000, DL

9. T66.118. 702,00

YThE L 1E. 702,00

Realisani

1. 7EHS D0

Atpd. 260, 0, O

136, 1E000. M0, ik

57,400.000,00

20T 0 W00, 00

5. 2 50, OO0, (D
2. 000 GO, 00

ARG.255 RO, (K

41,025 G000

1] 00,00

245 U000

£ 2 H0S5 . 00 D0

A YRG0,

153.620.983,00

0938 421 974,00

G.93R 421 974,00

LD

101,37

195,76
3,38
7h.E8

A03,57

13,80

B4,27

0,00

f.3.449
2.5

61.%1

A4, 50

43,80

101,66

LOL, 66

APRD Tahun Aoggaran 2023

(Rp) .
Realizsasi Por 10 Nov

Target

A 18,000, Q00 (1

93,432.000,00
S0 O D0, Ol .

R0 0G0 D00, 0

A3 800006 (K

18, TR5.081 .00

4313901 500 00

RN AR ERE )

20, CRCH 0 D0

1503, CAICk, LR U

[LERE NN LE NN

1.1 00 CAICR, (00 Oy
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F2] 52206, 00
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a3
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S 200, (K, 00
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1. 25000 (H)

12, R L0 D
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245 35100

27124 50K 00

RS VRN SR

350000000
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2045 000,00

194 /12.011,00
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11.0H1 A 30335540

0,00
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SRS
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la7.17

112,80

Target APBD Tuhun
ADggaran 2024

{Rp|

B4 (A2 (N0 D

05308, 000,00

15,400, (0,00

25 0DG.000,00

431 3915000

35 0k (WG, 00

1243 Q0. e, U0

1730000, 300, (10

L0 00 DO, 0

350000 G0, G0
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APHD Tehun Anggaran 200232

(Rp}
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189.996.313.532,040
20 G D60 T

1.050.000.000,00

4. 750, LK OG0 T

O1 2. 1 5. TRRLO0
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Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

a. Pajak Daerzh

Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp3(.0338.500.000.

Target Pajak Daecrah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan
Pajak Daerah antara lain :

1) Pajak Hotel sebesar Rp300.000.000.

2) Pajak Restoran sebesar Rp2.250.000.000.

3) Pajak Hiburan sebesar Rp36.000.000.

4) Pajak Penerangan Jalan schesar Rpl7.750.000.000,

5] Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  sebesar
Rp3.000.G00.000.

6] Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
scbesar Rp2.900.000.000.

7] Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan {BPHTB) sebesar
Rp3.300.000.000.

L. Retiribus Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp5.234.964.821.

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek
pendapatan retribusi daerah antara lain :

i) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp2.268.573.32]1 dengan rincian
antara lain :

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp}.304.013.321.

b} Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar
Rp504.560.000.

¢} Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar
Rp420.000.000.

Terhadap pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan
kesehatan yang semula diletakkan dalam Lain-lain
Pendapatan Asli [nerah pada objek Pendapatan BLUD dari
Jasa Layanan, agar dipindahkan ke Retribusi Jasa Umum
pada obiek Pelayanan HKesehatan, hal ini segsual dengan
Peraturan Pemerintak Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 27 ayat [3)
yang berhunyi : Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

2} Retribusi Jasa Usaha sebesar Rpl.358.500.000 dengan rincian
antara lain :

a] Retribusi Pemnalkalan Kekayaan Daerah sebesar
Rp250.006.000.

b) Retrtbusi Pasar Grosir danfatau Pertokoan scbesar
Rp48G.391.500,

¢} Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rpl120.000.000.
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d] Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga secbhesar
Rp1.750.000.000

3) Retribusi Perizainan Terlentu sebesar Rp3530.000.000 dengan
rincian Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan
APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 harus
didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
daerah, vang disusun berdasarkan:

(1) Undang-Undang Momor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daecrah untuk target penerimaan sampai dengan paling
lama 4 Januari 2024; dan

{2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk target penerimaan
paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a) dan butir C.2.a.1)b} Lampiran
Peraluran Menteri Dalam Negert Nomer 15 Tahun 20235,

Dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang
Nomeor 1 Tahun 2022 belum ditelapkan sampal dengan ditetapkannya
peraturan daerah tentang APBD, penganggaran atas penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Untuk
itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya
peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022,

Dalam hal peraturan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009, masih dapat berlaku paling lama sampai dengan
tanggal 4 Januar 2024, sedangkan khusus untuk peraturan dacrah
terkait pajak kendaraan bermotor, bes balik nama kendaraan bermotor,
mineral bukan logam dan batuan masih berlaku sampai dengan tanggal
4 Januari 2025.

Peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
mulai berlaku paling lambat tanggal S Januari 2024, sedangkan khusus
untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea halik nama kendaraan
bermotor, mineral bukan logam dan batuan beserta opsennya efektif
mulai berlalu sejak tanggal 5 Januari 2025. Selanjutnya, dikecualikan
untuk dianggarkan dalam APBD atas penerimazan jenis pajak daerah
dan retribusi daerah scbagai berikut:

{l}] pajak kendaraan bermotor atas alat berat yang berdasarkan
Putusan Mahkamah Konastitusi Nomor 15/PUU-XV /3017,

(2] retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta
catatan sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomoer 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan; dan

(3] retribusi izin gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah
lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD
Kabupaten  Pesisir  Selatan Tahun  Anggaran 2024 harus
menmpertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah,
potensi pajak dasrah dan retribusi daerah sesual maksud Pasal 102
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor




14 -

35 Tahun 2023, Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi
dacrah dalam APBD memperhatikan:

(1)

{2)

pemberian kennganan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dasrah dan retribusi
daerah, sesual maksud Pasal 96 Undang-Undang Nemer 1 Tahun
2022;

kebijakan fiskal nasicnal, sesual maksud Pasal 97 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022;

insentif hskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan
kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib
pajak dan wajib retribusi atau dibenikan secara jabatan oleh kepala
daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

{i]. kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;

(). kondis tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena
bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang
terjadi  bukan karena adanya unsur kesengajaan yang
dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan
untuk menghindari pemnbayaran pajak;

(iii). untuk mendulkung dan melindungi pelaku usaha mikre dan
altra mukro;

{iv). unituk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam
mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

fv). untuk mendukung kebijjakan pemerintah dalam mencapai
program prioritas nasional, sesuai maksud Pasal 101 Undang-
Undang.

sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Berdasarkan realisast pendapatan per 10 Novermber 2023, realisasi
Pendapatan Aslh Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Selatun sebesar
Rpl123.476.092.514,23 atau 73,70% dari alokasi Pendapatan Asli
Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023
sebesar Rpl6B.770 858 219, yang diuraikan antara lain :

1] Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp23.556.227.622,08  atau
#3,40% dari alokasi Pgjak Derah pada APBLD Tahun Anggaran
2023 sebesar Rp28.244 849 206,

2] Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp2.923.441.891 atau
31.80% dari alckasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp9.164.490.663.

Terhadap target alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam
Rancangan Perda tentang APBD TA. 2024, Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan perflu menghitung kemball target Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah tersebut secara lebih cermat sesuai dengan potensi
nyata yang dimiliki, sehingga besaran targe! Pendapatan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam APBD
Kabupaten Pesisir Selatan merupakan rencana Penerimaan Daerah
yang terukur secara rasional dan dapat dicapal.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacrah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I
Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pemayaan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupalen Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebesar Rp7.000.000.000.
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Mengingat masih belum cptimalnya BUMD memberikan bagian laba
dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan, maka penganggaran pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan
memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan
modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Tahun Anggaran 2023
serta memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial,
dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :

1} Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu: tertentu
berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang
mendapatkan investasi pemerintah daerah.

2] Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sejumlah tertentu dalam waktu tertentu.

3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangloatan.

4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah lerteniu dalam
jangka waktu tertentu sebagal akibat langsung dari investasi
yang bersangkutan.

5] Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dan
Investasi Pemerintah Dacrah, scbhagaimana diamanatkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor
52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir €.2.a2.2) Lampiran
Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan APED Tahun Anggaran 2024,

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga harus
melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD
yang tdak menunjukkan kinerja yang memadai (Performance Based),
atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan
mocdal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, mulai
dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai
dengan pilihan untuk melakukan disposal {penjuaian aset) sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih duluy
melakukan proses due diligence melalui lembaga appraisal yang
certified terkait hak dan kewajiban perusahazan tersebut, dan/atau
upaya hukumn atas penyertaan modal tersebut, mengingat
selural/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap
merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang
tercatat dalam ikhtisar laperan keuangan perusahaan dimaksud
sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan.

Sclain itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga harus lebih
mengefcktifkan peran dewan komisaris sebagal pemegang saham
pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tujuan
penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah.

Lain-Lain Pendapatan Asli Dacrah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerzh
vantg Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan  tentang APBD Tahun  Anggaran 2024  sebesar
Rp97.112.630.736, harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal
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31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nemor 12 Tahun 2019 dan butir
C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut
diuraikan antara lain ke dalam cbjek pendapatan sebagai berikut :

1) Hasil Pemjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar
Rp110.000.000.

21 Jasa Giro sebesar Rp650.000.000.
3] Pendapatan Bunga sebesar Rp2.500.000.000.
4] Pendapatan BLUD sebesar Rp93.852.630.736.

Terhadap alokasi anggaran Lain-lain PAD agar memperhatikan hal-hal
sebagai berilkut :

a. Untuk pendapatan bunga atas penempatan uang daerah
sebesar Rp2.500.000.000, disarankan kepada Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan manajemen kas
atas rekening Kas Umum Pemda dengan melakukan
penempatan deposito berjangka di Bank Daerah sehingga ada
kemungkinan diperclehnya bunga deposito yang jauh lebih
besar dan yang dianggarkan saat ini.

b. Sebagaimana vyang  dizampaikan scbelumnya  terkait
pendapatan retribusi, pendapatan BLUD yang berasal dari jasa

layanan kesehalan agar dipindahkan penganggarannya ke
Retribusi Pelayanan Kesehatan.

3. Pendapatan Transfer

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dan
Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rpl.541.253.620.958 atau 92% dari total Pendapatan Daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024
diuraikan pada jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah
Pusal sebesar Rpl.453.998.256.000 diwuraitkan pada jenis
pendapatan sebagai berikut:

1) Dana Perimbangan sebesar Rpl.260.804.240.000 vang diuraikan
ke dalam obyek pendapatan :

a) Dana Transfer Umum-Dana Bag Hasil (DBH) schesar
Ep26.235.090.000.

b] Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum [DAU) sebesar
Rp912.330.440.000.

¢} Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus [(DAK] Fisik
sebesar Rp80.109.482.000.

d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
sebesar Rp272.129.228.000.

2] Dana Desa sebesar Rpl63.194.016.000.
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Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2024 dengan alokasi dana transfer ke Kabupaten
Pesisir Selatan sesuai surat Direktur Jendera!l Penmbangan
Keuangan Dasrah Kementerian Keuangan metalui surat Nomeor: 8-
128/PK/2023 tanggal 21 BSeptember 2023 perihal Penyampaian

Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA. 2024

Tabel 3
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
! Jumdah {Rpl
Kode Lraidn
APBD 2014 Portal Resmi Kermenkey
4.2 PEMDAPATAN TRAMSFER
d.2.00 Fendapatan Transter Pemer ntah Pusat 1,453,598, 25&, 000, 1,453,998, 256,000
4.2.001.01 Dana Peri mbangan 1,290, 0, 240, 0001 1,290,804, 240,000
&2.00. 0.0 : Dana Transfer Umum-Dana Bagl Hasil (O8H] 203,125,090, 000! X6, 235, 09,000
4.2.0L00.01.0001 | D@H Pajgk Bumi dan Bangunan £, 766,525, D00 f, 765,525,000
47010101002  D8HPPh Pasal 11 5, 401,653, 000 5,490 6RE 000
4.201.01.01.0007  DBH Sumber Daya Alam [504) Pengusahaan B2 5, 0, 000K B2%, D45, M0
Fanas Bumi
14 Z0L0LI 008 DEM Sumber Daya Alam [504] Mineral dan T4, B30,000 127830000
Batubara-landrent o
420101010000  D8H Sumber Daya Alam (5004] Kehutanan- 9,324,026, 0500 9,324,024, 0050
Prowvisi Sumber Daya Hulan [PSDH)
4.201.00.01.0013  DBH Sumber Daya Alam (304] Perikanan 4,100, 008, 000, 3,101,006, 0001
4.2 FLFLO2 Dewta Transfer Lirm urr-Rana Alokasi Lmum | DAUY 912, 330,440, 00, 912, 330, 440,00
4.2 0L0L02.0001  Daw 912,334, aan, 000 312, 330, & ]
420 .0 Dava Transfer Khusut- Dana Alokad Khusus 80,109,482, 00 80, 109, 452 000
{DAK] Fisik
4.20L0L.03.0001 Ak Fusik-Bldang Pendidikan-Regules PALD 1,376, 104,000 1,376, 504, (00
4.2.01.05.03.0002  -DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regules-50 2,777,579,000 2.777.575.000
4.2 0L0L03.0003  DAK Tisik-Bidang Pendidikan-Reguler-5hP 2.4146,353,000 2,416,353 00
42000100 0006 [AK Fisik-Bigang Kesghatan dan KB-Fenugasan- 2,584, 456,000 2,984, 456,000
| i ruman Stu ntng [KB]
4.2.01.01.03.0030  DAK Fisik-Bidang ndusto Xecil dan Menengah- 5,533, 261,000 4,533, 261,000
Penugasan-Pembangunan Sentra KM dan
- -Rewvitalisasi Sentra IKM
420101030013 |OAK Fisik-Bidarg Parwisata- Penugasan 11,485, 144,000 11,485, 144,00
4.2.00L01.03.0034  |DwK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 13,731, 164,000 13,491 164,000
4.2.01.0103.0035 |OAK Fink Bidang Itngas. Penugasat 1
4.2.01.01.03.0045  DAK Fisik-Bidtang Lingkungan Hidup dan 1,994, 251,000 1,954, 251,000
Kahutanan-Fenugasan-Lingkungan Hidup
3.2 0LO1.03.0060  (DAK Fisik-Ridang Kesehalan dan KB-Reguler- 34.251,170,000 34,251, 170,000
Fenguatan Sisiem Kesehatan
4.2 0 oL0s Dana Trarsfer Khusus-Dana Alokas| Khusus ITZ 125,188,010 271,129, 226,000
| DK Mo Fisithe
420101040000 [DAK Non Fisik-BOS Raguler B/, 348, 000,000 57,348,000,000
4.2.01.01.04000% |DAK Non Fisik-BOS Kingerja 2,912 500,000 2,912, 500,000
420000040004 |DAK Nom Fisik-TRG PNSD 143,607, 778000 143,607, 77 1,000
420000 040005  |DAK Non Fisik-Tamsil Guru PHSD 4, 106, 387,000 4. 105,887 000
4.2 OLOLDA000G (DK Non Fisik- TG PNSD 1.313,032,000 1,313,042 000
4.2.0L001.04.0007  |DAK NonFisik-BOP PALID 7,099, 800,000 7,005, 500,000
420801040008 [DAK Non Fistk-BOP Pendhdikan Kesetaraan 7,188, 700000 7,198, 700,000
420101040011  |DAK Nan Fisik:BOKKB-BOK
420101040012 |DAK Mon Fisik-BOKKS-Fengawasan Obat dan 372,331,000 372,331,000
Makanan o
420101040015 |DAK Nan Fisik-BOKKB-BOKB 26,122,310, 00 26,122, 310,000
420000 040016 |DAK Mon Fisik-PE2UKM 619,615,000 629, 615,000/
420101040018  |DAK Man Fisik-Dana Pelayanan $epanwisataan 1,123,000,000 1,343,100,000
42010004 0000 |0AK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Madal B30, 545,008 A3, 545 000
4.2.01.001.05.0031  'DAK Nan Fisik-BOKB-KR 6, 779,196,000 €, 77, 196,000
42010104 0022  DAK NanFisik-Dana Felayanan Perlindungan A0, 000, DO 406,000,000
Perempuan dan Anak
4.2.01.01L.04.0024 OAK Man Fla. Dana Penguatan Kapasitas 2,285,141, D 2,286,141,000
. ‘Kelembagaan Sentra 1K . R
a2 0105 Dana Dwt 22 163,154, 016, 200 163, 154, 07165,000
4.2 0105010001 Dana Desa 163, 194, 016, 00 163.194,016.{m|




-18 -

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar menyesuaikan kembali
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan mempedomani
alokasi Transfer ke Daerzh Tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 76 Tahun 2023
Tentang Rinclan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2024, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negernl Nomor 15 Tahun 2023
dan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK untuk mempedomani
Petunjuk Teknis dar kementerian terkait.

b. Pendapatan Transfer Antar Dacrah

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp87.255.364.958 yang
diuraikan pada rincian obyek Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil
Pajak.

Dhanggarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bagl Hasil
Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran
2024, Dalam hal penetapan APBD Kabupaten Pesisir Sclatan Tahun
Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD  Provinsi Tahun
Anggaran 2024, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran
Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan
memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran
2023 sebagaimana diamanatkan butir C.2.b.5)b) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

C. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja dacrah dalam Rancangan Peraturan Daerah
teniang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpl.895.346.485.011.

Penyediaan alokasi belamja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran
dari RKUD vang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan dan pengeluaran lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan diakui sebagai penpurang ekuitas yang
merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu] tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan
pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian
standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan
minimal vang ditetapkan ocleh pemerintah pusat yang minimal diatur
dengan Peraturan Pemenntah sebapaimana ditegaskan pada pasal 18
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Belanja dacrah dapat dialokasikan  untuk  pelaksanaan  urusan
pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan
pemerintahan  pilihan  setelah  mempertimbangkan  pemenulan
kebutuhan urusan pemerintahan wafib yang terkait dengan
pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan
sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung targel capaian prioritas
pembangunan nasional Tahun 20232 sesual dengan kewenangan masing-
masing tingkatan Pemeriniah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan
Pemerintahan Dacrah yang menjadi kewenangan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Sclatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 scbesar
Rpl.895.346.485.511 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut :
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Tabel 4
Belanja Daerah

BELANJA DAERAH

BEL ANJA DPERASI 1408209172, 64 3.00
Belar|a Pagawal 943 805 327 585.00
Belarja Batang dan Jasa 399 742 R98 208 00
Belanja Hitah Bd BT 246 B50.00
BELAMNIA MOOAL 2 .59 9T 3500
Belanja Modal Taran 1300 000000 .00
Belan)a Modal Petalatan dan hesn o o A7 Bd0 229 §38.00
Betan)a Modal Gedung dan Banguran A5 BEE TDATEO0
Bedana Modal Jalan, Janngar: 481 Ingas HEOTDSEY.BR1 00
Befan)a Modal Aset Tetap Larnya B 74946902000
BELAMJA THIAK TERDUGA 5,000, 000,000,
Belanja Tedak Terguga 5 000 000 000 00
BELAMN.A TRANSFER 261 607 915.483,00
Balana Bagi Hasil 3537 648300 i
Belan a Santuan Keuangan 258 075 5560 000 00 '
Jumiah Belanja 1.895. M6 485.511.00 1

Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan
Dasar dalam rangka pernenuhan Standar Pelayanan Minimal {SPM),
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (3] Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk
pemenuhan SPM  scbagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai
berikut :

a. 5PM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar

Rpl125.326.242.635 atau 18% dari total belanja Urusan

Pemerintahan  Bidang Pendidikan sebesar Rp711.410.285.049.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam

kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar
Rp79.200.452 4930, agar ditingkatkan alokasi anggarannya serta
diprioritaskan penggunaannyva untuk menjamin pemenuhan dan
pencapaian :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.

b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah
Dasar.

c) Pemenuhan kualitas dan pemeralaan hasil belajar peserta didik
Sekolah Dasar

d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.
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e] Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Dasar.

) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Dasar.

Kegiatann  Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
menjadi sebesar Rp38.322.536.155 agar ditingkatkan alokasi
anggaran yang menculkupi serta diprioritaskan penggunaannya
untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.

b) Standar kegatan pemenuhan layanan dasar SPM  Sekolah
Menengah Pertama.

¢} Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik
Sekolah Menengah Pertama.

dj Pemenuhan kualitas dan pemeralaan lavanan Sekolah
Menengah Pertama.

g} Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekelah
Menengah Pertama.

f)y Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Menengah Pertama.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi
sebesar  Rpl4.118.358.167, agar  ditingkatkan  alokasi
angparannya serta diprioritaskan  penggunaannya untuk
menjamin pemenuhan dan pencapaian :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proscs, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.

b) Standar kegialan permenuhan layanan dasar SPM FAUD.

¢ Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.
d) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
e} Pemmenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonforrnal/kesetaraan sebesar
Rp7.713.253.850, agar ditingkatkan alokasi anggarannya serta
diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan
pencapaiarn ;

a) standar satuan Pendidikan, meliputl standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.

B Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A,
Paket B, dan Paket C).

¢} Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik
iPaket A, Paket B, dan Paket C).

d) Perncniuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B,
dan Paket C}.
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¢} Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A,
Paket B, dan Paket Cl.

f)] Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan {Paket
A, Paket B, dan Paket C).

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang
mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah
pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas
pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan,
sebagal baglan dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang
pendidikan yang wajib disediakan oleh pemernntah daerah
schagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:

1} Sub Kegiatan Penyvediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Ep3.440.413.652,
agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencukupi untuk
menjamin terscdianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas,
guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi saluan
pendidikan vang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas
serta kebutuhan Tenaga Kependidikan vakni kepala sckolah dan
tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan
sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

2] Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar
Rp828.278.746, agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang
mencukupi untuk menjamin:

a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah
memiliki ijjazah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (51); dan
memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.

bl Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma empat {D-1V) atau Sarjana [S1), berasal dari
gurt, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman
manajerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memiliki surat
tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
atau sertifikat guru  penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

¢) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik
paling rendab Diploma empat [D-IV) atau Sarjana (81},
berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah atau sertifikal guru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

d) Kualitas lenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi
akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan
Pendidikan.

3) Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar
Rp2069.696.760, agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang
mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik
vakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing
khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik
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penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan
yvakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada sctiap
Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sub  kegiatan Pengembangan Kkarir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama sebesar Rp471.150.040, agar ditingkatkan alokasi
anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:

a] kualitas guru mata pelajaran paling rendah merniliki ijazash
Diploma empat (D-IV} atau Sarjana [31) serta mermiliki
sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.

b} Kualitas Kepala Sekolah memiliki kuahifikasi akademik paling
renndah Diploma empat (D-IV) atau Sariana [31), berasal dari
guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman
manajerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memiliki surat
tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
atau sertifikat guru penggerak, pada selap Saluan
Pendidikan.

c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik
paling rendah Diploma empat (D-IV] atau Sarjana (51),
berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memilila
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah atau serliflkat guru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

d} Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikas:
akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan
Pendidikan.

Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan PAUD sebesar Rp970.830.964, agar ditingkatkan
alokasi anggarannya yang mencukupi untuk memnjamin
tersedianya Pendidik vakni guru pendidikan anak usia dini dan
Tenaga Kependidikan yakni kepala satuan pendidikan anak usia
dini atau penilik pada setiap Saluan Pendidikan sebagaimana
diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yang dianggarkan
sebesar Rp455.3660.505, agar ditingkatkan alckasi anggarannya
yang mencukupi untuk menjamin:

a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki knalifikasi
akademik paling rendah Diploma empat [DIV] atau Sarjana
{51) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling,
atau psikologi serta memiliki  sertifikat profesi guru
pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.

bl Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki
kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik,
memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 {dua) tahun,
dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan
calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada
setiap Satuan Pendidikan.

cj Kualitas pengawas sckolah memiliki kualifikasi akadermk
paling rendah Diploma Empat (D-1V] atau Sarjana (S-1)
kependidikan dari perpguruan tinggi terakreditasi, berasal dari
guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda
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tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau
sertifikat guru penggerak, pada sctiap Satuan Pendidikan.

d) Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma Empat {D-IV] atau Sarjana (8-1).

7] Sub Kegialan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan scbesar RpD
atau belum dianggarkan, agar disediakan alokasi anggarannya
yvang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni
tutor pendidikan kcsetaraan dan tenaga kependidikan yakni
kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga
penunjang lainnyva, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana
diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8] Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Keselaraan
sebesar RpS14.553.850, agar ditingkatkan alokasi anpgarannya
yang mencukupi untuk menjamin :

a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi
akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana
(81) sesual dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang
diarmpu pada setiap Satuan Pendidikan.

b} Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesctaraan memiliki
kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat [D-IV)
atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan.

¢} Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah
Diploma empat [D-1V) atau Sarjana [51) pada setiap satuan
pendidikan.

d} Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah
SMA /sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalckasian anggarannya
untuk memenuhi indikalor pencapaian SPM Pendidikan untuk
Kabupaten/kota yang terdiri dari:

1} 100% warga negara usia 5-0 tahun yang berpartisipasi dalam
Pendidikan Anak Usia Dini.

2 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan dasar.

3] 100%warga negara usia 7-18 lahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan

Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 39 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun
2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minirnal Pendidikan.

S5PM Keschatan

Alokasi anggaran untuk  belanja  SPM Kesehatan sebesar
Rp26.853.202.436 atau 12% dari total belanja Dinas Kesehatan
sebesar Rpl82.421.798.964 agar ditingkatkan alokasi anggarannya
dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan /promotif
dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap
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jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana
diatur dalarmm Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

i)

2}

3)

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan [bu Hamil
sebesar  Rp26.506.852.044  agar  ditingkatkan  alokasi
anggarannya scrta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

a)l Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet
iambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam
medis ibu, dan buku KIA.

b} Menjamin ketersediaan lenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.

¢} Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai :

1] Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama
periode kehamilan (K4}

(2] Standar kualias wyakni pengukuran berat badan,
pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan
Atas [LILA}, pengukuran tinggi puncak rahim (fundus
uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung
Janin {DJJ}, pemberian imunisasi sesuai dengan status
imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90
tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus,
termu wicara (konseling).

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
sebesar Rpl19.345.440, agar ditingkatkan anggarannya dan
dipricritaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk: :

a) Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah
darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis
ibu, dan buku KIA.

b} Menjamin Kketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.

¢} Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan  sesual
sltandar meliputi persalinan normal dan persalinan
komplikasi.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
sebesar Rpl17.569.250 agar ditingkatksn alokasi anggarannya
yvang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

al Menjamin ketersediaan vaksin hepatiis B0, vitamin Kl
injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayi baru lahir,
formmalir MTBM, dan buku KIA.

b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.

¢) Menjamin terlaksananya Pelayanan keschatan bayl baru
lahir sesuai standar meliputi :

(1] Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kal
selama periode neonatal
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(2] Standar kualitas yakni pclayanan neconatal esensial saat
lahir [0-6 jam]), dan pelayanan necnatal esensial setclah
lahir (6 jam - 28 hari).

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita menjadi
sebesar Rpl3.742.050, agar ditingkatkan alokasi anggarannya
serta diprionitaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut
untuk :

a)

b)

Menjamin ketersediaan Kuisioncr Pra Skrining
Perkembangan [(KP3P] atau instrumen standar lain vyang
berlaku, formulir DDTE, buku KIA, vitamin A Birw, vitamin A
merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan,
jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik.

Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter,
atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non
kesehatan terlatih atau mempunya kualifikasi tertentu
scperti guru paud dan kader kesehatan.

Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia
{-39 bulan scsuai standar meliputi :

(1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan
kesehatan balita usia O -11 bulan, pelayanan kesehsatan
balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balila usia
24-59 bulan, pemantauan perkembangan  balita,
pemberian kapsul vilamin a, pemberian imunisasl dasar
lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran
berat badan dan panjang/unggl badan dan edukasi dan
informasi

{2} Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita
menggunakan pendekatan manajemen terpadu  balita
sakit (MTBS).

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar sebesar Rp6.14%.100 agar ditingkatkan
alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada
sub kegiatan tersebut untuk :

al

b)

Menjamin  ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku
pemantauan kesehatzn, kuesioner skrining kesehatan,
formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah
dan remaja <1 dalam sekolah, formulir rekapitulasi haail
pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.

Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/
dokter gigi, atau  bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga
kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih
atau mempunyai kualifikasi tertentu yalmi guru, kader
kesehatan/ dolcter kecil/ peer conselor.

Menjamin  terlaksananya  pelayanan  kesehatan usia
pendidikan dasar sesuai siandar pada anak kelas 1 sampai
dengan kelas 9 di sckolah minimal satu kali dalam satu
tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah,
meliputi :

(1) Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian

tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan
petilaian ketajaman indera
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(2] Tindaktanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan
umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan
rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan
kesehatan.

Sub Kepgiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif scbesar Rp6(.729.170 agar ditingkatkan alokasi
anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran
pada sub kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur
berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut,
Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas
alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan
Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (ST PTM}.

by Menjamin ketersediaan Tenaga Keschatan yakni Dokter, atau
Bidan, atan Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan
masyarakat, scrta Tenaga non kesehatan terlatih atau
mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.

¢} Menjamin terlaksananya Pelayanan keschatan usia produktif
sesuai standar meliputi :

(1) Edukasi keschatan termasuk keluarga berencana.

(2] Skrining faktor risike penyakit menular dan tidak
menular yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan
dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah,
Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko.

{3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan
rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan
Kesehatan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Lanjut sebesar Rp5.111.802 agar ditingkatkan alokas:
anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegialan tersebut uniuk :

al Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur
berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperut,
tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas
alkchol, KIT IVA tes, dan lormulir pencatatan dan pelaporan
Aplikasi Sistemn Informasi Penyakit Tidak Menular (S1 PTM).

b} Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau
bidan, atan perawat, gizi dan tenaga keschatan masyarakat,
serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyal
kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.

¢} Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif
sesuai standar meliputi :

{1} Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.

(2) Skrining faktor risike penyakit menular dan tidak
menular yakni pengukuran tingg badan, berat badan
dan Ilingkar peorat, pengukuran tekanan  darah,
pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilala berisiko.

d] Tindalklanjut hasil skrining keschatan yakmi melaloukan
ruyjukan  jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan
keschatan.
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Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipcrtensi RpS0.080.718, agar ditingkatkan anggaran yang
mencukupi pada sub kegiatan tersebut untuk :

a} Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi
dan media kie, tensimeter, dan formulir pencatatan dan
pelaporan aplikasi sistem informasi PTM.

b} Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau
bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat.

¢] Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita
hipertensi scsuai standar meliputi:

(1] Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali
sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan.

{2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan
minum obat

{3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus sebesar Rp37.954.444, agar ditingkatkan
anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alockasi anggaran
pada sub kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan glukomcter, strip tes gula darah,
kapas alkohel, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan
aplikasi 81 PTM dan pedoman dan media KIE.

b] Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yalni dokter, atau
bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat.

¢} Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes
mellitus adalah pelayanan kesehatan sesual standar yang
meliputi :

i1} Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali
sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan

i Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
(3] Melakukan rujukan jika diperlukan.

10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat sebesar Rp55.668. 418, agar ditingkatkan
anggaran yang mencukupi dan diprieritaskan alokasi anggaran
pada sub kegiatan tersebut untuk :

a] Menjarmin  ketersediaan Buku  Pedoman  Diagnosis
Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ 1l atau buku
pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru, Kit
berisi 2 alal f[ksasi, penyediaan formulir pencatatan dan
pelaporan, dan media KIE.

b Menjamin ketersedizan minimal 1 orang dokter dan/atau
perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga keschatan lainnya.

¢} Menjamin terlaksananya pelayvanan kesehatan pada 0ODGJ
berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia
mmelipati:

{1} Pemeriksaan kesehatan jiwa wvakni pemeriksaan status
mental dan wawancara.

(2) Edukasi.
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(3} Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali
sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan.

{4) Edukasi kepatuhan minum obat.
{5} Melakukan rujukan jika diperlukan.

11} Sub Kegiatan Pengelolaan FPelayanan Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis sebesar Rp40.000.000 agar ditingkatkan alckasi
anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

a)

Menjamin ketersediaan media KIE ([leaflet, lembar balik,
poster, banner], reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga
dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakan
(Oil emersi, Ether alkohol lampu spirtus/bunsen, ose/hHdi),
rak pengering, catridge tes cepat molekuler, formulir
pencatatan dan peclaporan, pedoman/ standar coperasional
prosedur.

Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/
dokler spesialis penyakil dalam/dokter spesialis paru, atau
Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), penata
rontgen, tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non
keschatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu
antara lain kader kesehatan.

Menjamin terlaksananya pelayanan orang terduga TBC
sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :

{1) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali
dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.

2] Pemenksaan penunjang vyakni  pemeriksaan  dabhak
dan/atau baktenologis dan/atau radiologis.

{3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
(4} Melakukan rujukan jika diperlukan.

12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan QOrang dengan
Risiko Terinfeksi HIV sebesar Rp20.000.000, agar ditingkatkan
alokas1 anggarannya dan diprioritaskan alokasi anggaran pada
sub kegiatan tersebut untuk :

al

b]

Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik,
leaflel, posier, banner, les cepat HIV (RDT) pertama), bahan
medis habis pakal, Alat tulis, rekam medis berisi nomor
rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana,
nomor KTP/NIK.

Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yalni dokter/
dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan
kelamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan
masyarakat serta tenaga non  kKesehatan terlatih  atau
mempunyai kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan
penjangkauan.

Menjamin  terlaksananya pelayanan  kesehatan yang
diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai
standar meliputi

i1l Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan

i2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV
minimal 1 kali dalam setahun
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i3] Melakukan rujukan jika diperlukan

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikater pencapaian SPM
Resehatan untuk kabupaten/kota vang terdin dari:

1) 100% 1bu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.

2} 100% ibu bersalin vang mendapatkan layanan kesehatan.

3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan keschatan.
4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.

3) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan
lavanan kesehatan.

h] 100% warga negara usia produkuf vang mendapatkan lavanan
kesehatan.

7] 100% wargs negara usia lanjut yang mendapatkan layanan
keschatan.

8) 100% warga ncgara penderita hipertensi vang mendapatkan
lavanan kesehalan.

9) 100%  warga negara pendenita  diabetes  mellitus  yang
mendapatkan lavanan kesehatan

10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat vang terlavani
kesehatan

11) 100% warga ncgara terduga tuberculosis yang mendapatkan
layanan kesehatan

12] 100% warga negara dengan risiko terinfeksi  virus  yang
melemahkan daya lahan tubuh manusia (Human
[mmunodeficiency Virus) yang mendapatkan layvanan keschatan

Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menternn Dalam Negeti Nomor 59 Tabun 2021, dan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan.

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Bidang Keschatan belum
tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak
jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100%,
SPM Bidang Kesehatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan harus memprioritaskan terlebih dahulu  alokasi
anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuban Standar
Pelayanan Minimal [SPM) Bidang Kesehatan sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 49 ayat (5} Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
serta mengalihkan alokasi Belanja Hibah, Belanja Perjalanan Dinas
pada Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pemenuhan SPM
terschut.

S5PM Peckerjaan Umum dan Ponataan Ruang

Alokasi anggaran unluk belanja SPM Pekerjaan Umum sebesar
Rp6H.297 458 830 atau 4% dari total belanja urusan Pocmerintahan
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjnan
Umum dan Penataan Ruang sebesar Rpl130.224.338.013. Alokasi
anggaran untuk belanja S5PM tersebut harus diprioritaskan dan
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ditingkatkan alokasi anggarannya setiap tahun dan peruntukkannya
hatus scsual dengan sasaran penerima SPM sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Tcknis
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Urmnum Dan Perumahan
Rakyat, vang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut ;

1) Kegiaian Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum {SPAM) di Daerah  Kabupaten/Kota  scbesar
Rp4.217.208.830, agar ditingkatkan alokasi anggaran yang
mencukupi dan dipdoritaskan sasaran penerima yakni Rumah
Tangga terulama masyarakat miskin atau tidak mampu dan
berdomisili pada dacrah rawan air dan akan dilayani melalui
sislern penyediaan air minurm.

2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar
Rp2.080.250.000, agar ditingkatkan alokasi anggarannya dan
diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang
termasuk dalam wilayah pelayvanan pengolahan Air Limbah
Domestik kabupaten/kotz, teruiama diprioritaskan pada
masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area
Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diproritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Pekenjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, yang
terdin dari -

1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air
minum sehari-hari.

2] 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air
limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintabh Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nornor
29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan
Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SPM Perumahan Rakval dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk bclanja SPM Perumahan Rakyat scbesar
Rpl1.167.996,232 atau 6% dari total belanja urusan pemerintahan
bidang Perumahan dan  Kawasan  Permuluman  sebesar
Rp21.745.102.101 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman, agar ditingkatkan alokasi anggaran yang mencukupi
uniuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagail
berikut scbagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menter
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan
Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ralgrat, yakni :

1} Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitast Rumah Kerban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota secbesar
RpH51.999.875, agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang
mencukupi  untuk menjamin  terlaksananya ldentiikasi
Perumahan di lokasi rawan bencana, Identifikasi lahan-lahan
potensial sebapai lokasi relokasi perumahan, Data rumsah korban
bencana kejadian sebelumnya yvang belurn tertangani, Pendataan
Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi
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penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana
Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan
Penyusunan Rencana Aksi.

2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
schesar Rp29.999 875, agar ditingkatkan alokasi anggarannya
vang mencukupli untuk menjamin terlaksananya sosialisasi
Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada
masyarakat; sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga
untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni
Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokas:
Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi
untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.

3} Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar
RpY43.999.672, agar ditingkatkan aickasi anggarannya yang
mencukupl untuk menjamin terlaksananya :

a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program
kabupaten/kota melalui  tahapan pembentukan tim
pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan
pelaksanaan rehabililasi rumah.

bl Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim
pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan
DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan
spesilikasi ramah bencana, dan pembangunan rumabh.

¢} Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui
tahapan pengadaan lahan, penyvusunan site plan dan DED
Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan
rurnah layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU.

4} Kegiatan Pendistribusian dan Serah Ternima Rumabh bagi Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar
Rplél1.999.810, agar ditingkatkan alokasi anggaran vang
memadal untuk menjamin  lerlaksananya  Pelaksanaan
Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten fKota atau
Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah
Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau
Felokasi Program Kabupaten /Kota.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk
Kabupaten/kota yang terdiri dari :

1] 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah
layak huni.

2} 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program
pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi
penyediaan rumah vang layak huni.

Sesnai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomar 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29 Tahun 2018,

SPM Trantibumlinmas

1} Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub
urusan Bencana sebesar Rp464.938.641 atau 8% dari total
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belanja SKPD Badan Penangpgulangan Bencana Daerah scbesar
Ep5.830.486.953, Alokasi anggaran untuk belanja SPM terscbut
untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan
penganggaran dan alokasi anggaran tersebut diuraikan dalam
kegiatan sebagai berikut yvang peruntukkannva harus sesuai
scbagaimana diatur dalam Peraturan Mcenteri Dalam Negen
Republik indonesia Nomer 101 Tahun 2018 Tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standoar Pelayanan Minimal Sub-
Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kola, yakni :

a) Kegiatan Prlayanan Informasi Rawan Benecana
kabupaten/Kota sebesar Rpd) atau belum dianggarkan, agar
disediakan alokasi anggaran vang memadai dan mencukupi
serta menjamin diarahkan untuk melaksanakan penyusunan
kajian risiko bcocana  dan melakukan  Sosialisasi,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE] Rawan Bencana
Kabupaten/Kota {Per Jenis Bencana).

bl Kegialan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana scbesar Rpl179.100.440, agar ditingkatkan alokasi
anggarannya serta peruntukkannya dipriorilaskan untuk
melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana,
pembuatan rencana kontinjensi, pelabhan pencegahan dan
mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bhencana,
pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana
kesiapgiagaan terhadap bencana. serta penyediaan peralatan
perhindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

c) Kegiatan Pelayanan Penyclamatan dan Evakuasi Korban
Bencana sebesar Rp2835.838.201, agar ditingkatlkan alokasi
anggarannyva serta  diprioritaskan  untuk melaksanakan
respon cepat kejadian luar biasa penvakit/wabah zoonosis
prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem
komande penanganan darurat bencana, pencarian,
pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan
kebutuhan dasar korban bencana,

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub
urusan kebakaran daerah sebesar Rp255.574.992 atau 3% dan
total belanja  Satuan  Polisi Pamong Praja dan  Pemadam
Kebakaran RpB.741.970.428. Alckasi anggaran untuk belanja
S5PM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta
egar ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi priorilas
dalam penyusunan  perencanaan dan  penganggaran, dan
peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoncsia Nomor 114
Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Dacrah
kabupaten/Kota, vakmni :

) Kegiatan Pencegahan, Pengendahan, Pemadaman,
Penyvelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan
Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar
Rpl84.463.442, agar ditingkatkan alokasi anggaran yang
mencukupi dan dipriovitaskan untuk layanan respon cepat
(Response Time] penanggulangan kejadian kebakaran,
lavanan pelaksanaan  pemadaman  dan  pengendalian
kebakaran., seria layvanan pelaksannan penyelamatan dan
cvakuasi.
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b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan
Kebakaran sebesar Rp71.111.550, agar ditingkatkan alokasi
anggarannya yang mencukupli serta diarahkan untuk
layanan pendataan, inspeksi dan  investigasi  pasca
kebakaran.

c) Kecgiatan  Penyelenggaraan  Operasi  Pencarian  dan
Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
scbesar Rp0 atau belum dianggarkan, agar disediaskan
alokasi anggarannya yang mencukupi serta diarahkan untuk
layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.

3} Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantiburnlinmas pada sub
urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum belum dianggarkan.
Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam
kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi
anggarannya dan menjadi prioritas  dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran, dap peruntukkannya harus
sesual sebagaimana diatur dalam Peraturan Mentern Dalam
Negeri Republik Indenesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Mutu Pelavanan Dasar Sub  Urusan
Ketenteraman Dan  Ketertiban  Umum  Di Provinsi Dan
Kabupaten /Kota, yakni :

a] Kegiatan Penanganan Gangguan  Ketenteraman  dan
Ketertiban Umum dalam 1 {satu) Daerah Kabupaten/Kota
scbesar sebesar Rpl02.994.386, agar di tingkatkan alokasi
anggarannya yang mencukupi dan diprieritaskan untuk
Penyusunan S0P Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharsan Sarana dan
Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan
Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pclaksanaan
Tugas yang Bernuansa Halk Asasi Manusia serta pelayanan
vang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan
hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

bl Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kabupaten/Kota sebesar RpO atau belum dianggarkan, agar
disediakan alokasi anggarannya vang mencukupi untuk
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang memadai dan
diprioritaskan untuk Penyusunan S0P Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan
Kapasitas 8SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas
vang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang
lerkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum
terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus diprioritaskan uniuk memernuhi indikator 5PM
Trantibumlinmas untukKabupaten /kota yailu:

1) 100% warga negara yang memperoleh layanan alaobat dari
penegakan hukum perda dan perkada.

2) 100% warga negara yvang memperoleh layanan informasi rawanl
bencana.
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3) 100%warga negara yang mempercleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana.

4] 100%warga negara vang memperoleh lavanan penyelamatan dan
vvakuasi korban bencana.

5) 100%warga negara yang mempercleh layanan penvelamatan dan
evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 3% Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Mutu Pelavanan Dasar Sub Urusan Kelentraman
dan  Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kola dan
Kabupaten/Kota.

SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial scbesar Rp505 887 .058
atau 5% dari total belanja SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat, 1desa, Perempuan dan  Perlindungan Anak yang
melaksanakan urusan sosial sebesar Rp9.314.922.524. Alokasi
anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan
sebagal berikut, serta harus ditingkaikan alokasi anggarannva
secara signifikan dan menjadi prnoritas dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran, dan peruntukkannva harus sesual
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota, vakni :

1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyvandang Disabililas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, seria
Gelandangan Pengemis dir Luar Panti Sosial  sebesar
Rp23.500.834, agar ditingkatkan dialokasikan anggarannva
sccara wignifikan serta untuk menjamin terlaksananya seluruh
layanan dasar vang diberikan kepada Penvandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa :

a] Lavanan data vakm layanan vyang diberikan kepada
penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia
telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan
masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan
orang tidak mampt.

b] Lavanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan
menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan,
dan/atau pertanvaan yang disampaikan olch masyarakat
kepada dinas sesial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat
kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan
dasarnya.

¢} Layanan Kedaruratan vakni tindakan penanganan segera
yang diakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota
dan/atau pusat kescjahteraan sosial kepada penyandang
disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serla
gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan
karena terancam kehidupannya dan tidak lerpenutu
kebutuhan dasamya
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d} Laysnan pemenuhan kebutuhan dasar vakni permakanan
diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu,
perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan
sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar,
lanjut usia telaniar, serta gelandangan dan pengemis,
bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas
telantar, anak telantar, lanjut usia lelantar, gelandangan dan
pengemis, scrta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor
induk kependudukan, zkta kelahiran, surat nikah, dan kariu
identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan
dasar, penelusuran  keluarga, reunifikasi dan/atau
reintegrasi social dan ryjukan.

2] Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota schesar Rp270.380.224, agar ditingkatkan
alokasi anggaran serta untuk menjamin terlaksananya seluruh
layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlanlar, serla
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap
darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :

a] Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh
korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap
darurat bencana yang mecrupakan kebutuhan dasar berupa
permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi,
penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan
psikososial.

b) Tersedianya barang dan/atau jasa vang harus diterima oleh
korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap
darurat bencana merupakan kebutubhan dasar berupa
penanganan khusus bag keilompok rentandan pelayanan
dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian 5SPM
Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

1) 100% warga negara penyvandang disabilitas telantar mendapatlkan
rchabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar
panti.

2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial
dasar anak telantar di luar panti.

3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi
sosial dasar lanjut usia di luar panti.

3) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan
rehabilitasi sosial dasar tuna sosal di luar panti.

5) 100% warga negara Kkorban bencana yang memperoleh
perlindungan dan jarunan sosial.

Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sostal di  Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di  Daerah
Kabupaten/Kota.

Dukungan alokasi anggaran untuk 5PM Bidang Sosial belum tersedia
secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas
pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM
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Bidang Kesehatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk
pendanaan Pelaksanzan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan
Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM]
Bidang Sosial sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta mengalihkan alokasi
Belanja Hibah, Belanja Perjalanan Dinas pada Rancangan Peraturan
Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024
dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus memprioritaskan
terlebih dahulu alokasti anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urisan
Pemerintahan Wajib ferkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan
Standur Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal
49 ayat (5} Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta
mengalihkan alokasi Belanfa Hibah pada Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggurun 2024
dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

Dukungan Alckasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024
Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang
tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah
kKabupaten Pesisir Selatan telah mengalokasikan anggaran belanja
daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023
terschut, scbagaimana tercantum dalam Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 5
Alokasi Anggaran untuk Sinkrenisasi Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Pesisir SBelatan dengan Prioritas Pembangunan Nasional

Tahuon 2024
Raslo
Tesrhadap
No Prioritam Nusignal APBD 2024 Belanja
Daerah
IRpl i)
1 Memperkuat ketahanan Bkonomy untuk Pertumbuhaen A 11,206, 220 A
yang Berkuulitas dan Berkewdilan {PN1)
2. |Mengembungkhan Wilavah untok Mongurang 11,126, M 34k 1%
Resenjangan dan Menjamin Pemecaluan (PHD)
3. |Meningkatkan Sumber Dava Manusin Berkualilas den L0534 288,252 635 SE"
Berddayva Saing (FN3)
4. |Revolusi Mental dan Pembangunan kebudayaan (PH4) {2 03 300 {220 24,
5. |Memperkunt Infrestrubiior untuk Mendukung 145,022 755, B57 Rty
Feagembungan Bronomi dan Pelavanan Dkisar [PN5]
5. |Mombenpun Lingkungan Hidup, Meningkatkan 12,607,497 1HA 1%,
Ketahanan Bepeana, fan Feruhahan [klim (PNG|
T, |Merope ckuwat Stabilitos Politik. Bukum Pertahanasn dan SYT. 18G9 451 544 g
| Keamanan dan Transformusi Prlavanan Pobhlk (FMNT)
] Jumlah Alokasi Anpgearan dalam APBD 1,895, 340G, 485,31 ] | Q0%
Total Belanja Dacrah i | 895 336 485,51 ] 100

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD
Tahun 2023 sudah selaras dengzan priorilas pembangunan dan
kebijakan pemenintah pusat sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga sudah terlibhat pemetaan yang
jelas dari kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023
dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomer 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] Tahun
2020-2024.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar memperiahankan
secdarn terus menerus dan konsisten dengan hasil penyajian label
sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah  Kabupaten  Pesisir  Selatan  harus
mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2024
tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden melalui 3 (lima) arahan utama Presiden, yaitu .

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM], membangun SDM
pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan tcknologi didukung dengan kerja sama industn
dan talenta global.

b. Pembangunan Inlrastruktur, melanjutkan pembangunan
infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produks: dengan
kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,
mendonghkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan
nilai tambah perekonomian rakyat.

¢. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi
dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua)
Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan
Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.

d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi vang
panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. dan

e. Transformasi Ekonormi, melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa
madern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemalimuran
bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh ralgrat Indonesia.

Dukungan Alckasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Baral

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, Pemeriniah Kabupaten Pesisir Selatan
telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7
{tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023,
scbagai berikut :



Tabel 6

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pricritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

Rania Te rhudap
No Prioritas Provinsi AFBD 2024 Belnjs Duerah 2004
{Rp) (%}
1. [Mowyodken Sumberdeva manusio L abd 418 532 085 A5
herakhlak molia, sehat, unggul dan
Bn il ariry rar D  ——
2 e ingkAtkan 1aa kehidupan sosial T4, 8R1.727,753 AU
ke mpsyarakaion berdasarkan lalaaiah
Adal Basandi Syara’ - Syara’ Basandi
[T T C— - . e e ——
3. Henm;kmkﬁn nilai tambah dan 43,287 O], 100 Fli

madukliliias perlanian, perkeminan,
Pelernalun dan prerikanan

4. |Muringkatkan usaha pordagangen dan 3,224 836 8B40 1
industei Kecil/menengah serto nkonomi
berbass digital

A, (Meningkatkan ekenom kreatil dun 4 B 723,032 L%
berdava Saung keprriwisataan

&, |Meningkatkan Prmbangunan 1645, 1), 417 02 L0
[mfrasirukiut yang b ckeadilan dan

7. |Merungkatkan kuulitus Cata ke lola SE2012 THT, MY 27

penyveicngedarasn pemenntahan daecab
yang bersh, akuntabel seria berkualitas

Jumlah Alokast Anggaran dulam APLSD 1.895. 6,485,011 10
TA 2024
Total B lanja Dagran T 1895, 346 485 51 ] 1R

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar mempertahankan
secara terus menerus dan konsisten dengan hasil penyajian tabel
sinkronisasi kebijakan Pemenntah Kabupaten Pesisir Selatan dengan
prioritas provinst Tahun 2022,

Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan
Prioritas Pemenntah Kabupalen Pesisir Selatan Tahun 2024,

Dalam Rancangan Pcraturan Dacrah tentang APBD Tahun Anggaran
2024, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengalokasikan
anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2024
vang diuraikan dajarm Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Alokasi Anggaran Peinerintah Kabupaten Pesisir Selatan
berdasarkan Prioritas Daecrah Tahun 2024

APED 2024 Rapio Terhadap
No Prioritas Daerah Belanja Daerah
(Rp) [%)

1. |Perungkatan kualitas sumber dayva manusia 12965874 ,925,734 68%
2. |Pengembangan kapasitas pengelolaan sektor unggulan T2.022,521.044 gkiy
3. |Peningkatan infrastruktur yang betkelanjutan 193,130,917 322 10.30¥
4. |Penghapsan kemiskinan ckairim dan percepatan SAT, 318 11 407 17.48%
Jumliah Alokasi Anggaran dalam APBD 1,895,340 485,211 100
Total Belanja Daerah 1 895,346, 485.511 10

Rancangan Peraluran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD
Tahun 2024 sudah selaras dengan Prioritas Peombangunan Dacrah
Kabupaten Pesisir Selatan sesuai maksud Lampiran Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
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APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga sudah terlihat alokasi anggaran
yang jelas dalam rancangan APBD Tahun 2024 dengan Prioritas
Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintabh Daerahb
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024,

Untuk ftu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar mempertahankan
dan konsisten dengan hasil penyajian tabel Priontas Pembangunan
Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tersebut.

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan dacrah yvang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan sebagaimana diamanatkan
dalarn Pasal S0 ayat {1} Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerzh tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarannya telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut ¢

a. Alckasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah  alokasi

angegaran unluk fungsi

pendidikan

sebesar

Rp717.854.358 349 atau 37,9% dari total belanja dacrah dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024
sebesar Rpl.895.346.485.511, dengan uraian perhitungan Tabel

sebagai berikut :

Komponen Perhitunhan

u. brlanja pegawal,

b, belanja barang dan jasa:
¢- belanja hibah;

d. belanja bantuan susial.

2} Belanja Modal;
_ b, Urusan Bldeng Kebudayaan:
1) Belanja Operasi:

a. belanja pegawai,

b belanja barang dan jasa;
¢, belanja hihah;

d. belanja hanfuan sasial.

2 Belanja Modsl;
€. Urusan Bidang Perpustakaan:
1) Belanja Operasi:

a. helanja pegawal,
b. belanja barang cdan jasa;
c. befanja hibah;

d. bolanja bantuan sosial.

2 Belanja Modal;

d. Urusan Bidang Kepemuodaaan

_dan Olahragn:
1) Belanja Operasi:

a. belanja pegawai;

b belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah;

d. belanja bantusan zosial.

2} Belanja Modal:

¢. Belanja di luar Urusan
Pendjdikan, Urusen Hebodayzan,
Utusan Perpustakasan dan Urusan
Kepemudasn dan Olahraga yang
menunjang kebutubhan
masyurulut di bidang

~ Pendidilmn, antara lain:

1} Belanja Transfer:
Belanja bantuan keuangan..,

Tabel 8
Alokasi Fungsi Pendidikan

APBL 2023

623.700.216.701
569.743.996.463
440.078.215.614

115012280849

13 653500000

Q1

53.956.220.238
1.846.241.911
1.546.241.911

D '

1.526.241.911

20.000.000
{J .

Q

621.702.236

121702206

.

121.702.236

0

0

500.000.000

2.302.966.626

2.251.339.843

¥

901.339.844
1.350.000.000

0

51.626.782

Jumiah
APED 2024

T12.615.972.543

6723.068.104.317

563.759.464,368

94.210.135.949

v5.008.500.000

Q

39.547 HEB.226
673.331.825
423.331.825

0

423.331.825
O -
{J .

250 0K G0

976.022.381
4976.023.381

0 .
976,023.381

3.589.030.600
3.589.030.600

0

2.439.030.600
1.150.000.000

Selninth

88.915.755.842
103.324.107.854
123.681.248.754
(20.802.140.900]

443.000.000
0
[14.408.352.012)
(872.910.086]
{1.122.910.086)
0
{1.102.910.086]

(20.000,000)

0

250.000.000
354.321,145
854,321,145
ﬂ .
854.321.145
0 .
o
{S00.000.000)

1.286.063.974

1.337.690.756
0
1.537.690.756
{200.D00.000)
0
{51.626.7832)
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hanya mencakup Perangkat Daerah pengampu urusan keschatan
dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana saja.
Belum terdapat pemetaan kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD lain
yang terkait urusan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan
ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan
hidup, sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusarn
kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan
penunjang fungsi perencanaan.

Total alokasi anggaran untuk penanganan stunting sebesar
Rp41.281.259.425 atau sebesar 13% dari total belanja dalam
Rancangan APBD Tahun 2024, Untuk 1tu, Kabupaten Pesisir Selatan
agar melampirkan alokasi anggaran dalam rangka intervensi
percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada
kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi
berusia dibawah 2 tahun dan kelompeok sasaran penting lainnya
vakni anak dibawah 5 tahun (balita], Wanita Usta Subur [WUS) dan
remaja putri.

Belanja daerah untuk penurunan slunting, agar diarahkan untuk
pelaksanaan kegiatan antara lain:

(1). kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti
pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil,
bayi dan balita.

{2]. kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti
penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses
layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan
keluarga rawan stunting.

(3). kegiatan pendukung pecnanganan stunting, seperti kegiatan
fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;

dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang
mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi
terutama urntuk ibu hamil, bayi dan balita pada Dinas Kesehatan
serta melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusan
pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan
hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil,
urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan
kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan
kelnarga bercncana, urusan komunikasi dan informatika, urusan
penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan
kebijakan peraturan perundang-undangan.

Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Publik

Pemmerintah  Kabupaten Pesisir Selatan harus mengalokasikan
belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% [empat puluh
persen] dari total belanja APBD difuar belarga bagl hasil dan/atau
transfer kepada daecrah/desa. Belanjas bagi hasil dan/atau transfer
kepada daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau,
DBH Sumber Daya Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
sebagaimana ditegaskan pada butir E.l.e. Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
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Alokasi Belanja Infrastruktur Pclayanan Publik dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp567.291.049.451 atau 35% dari total
belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transicr kepada
daerah dan/atau desa sebesar Rpl.633.495.428.011,20, dengan
rincian pada Tabel 9 dan 10 sebagai berikut :

Tabel 9
Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
i KOMPONEN FERHITINGAN APBD 2023 mlr Selsixih
Toval Belanja Daerah Rpl 693.206,878,321 | Rp 1893336483511 |  Rel(e, 1359606590
Belanja tegi hasil dan/atau transfer kepada
‘daerah dan;alaw desa: ;
a helanja bagi hasl Rp3.531928972 | Rp  3,532.346,483 Rp417,311 |
b bantuan keuangan Rp213236,219.200; Rp 238073569000 |  Rpé4,839.349,800
¢ jumah (atty Rp216,768,148.172 [ Rp  261407,015.483 |  RpH 83976731
Selisih 12 Rpl.376.438,720.340  Rp 1633738570028 | Rpld7 299,839 675
;mﬁgjinil::;?smma}““ REWSBMLUG  GAABBONN | RE2I9SAT

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan
Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 sebesar RpS567.291.049.451, dengan rincian
pada Tabel 10 sebagai berikut :

Tabel 10
Format Perhitungan Belanja [nfrasrltuktur Daerah 1
|

Ko ECMPONEX PERHITUNGAN vt RAPED 2028 Selsich
1. | & Belanje Modal 'Rp 213,503033,160 'Ry 220529,397,385 |Rp  1936,364,216
i tangk Rp 1368665401 ' Bp 1,300,000.00C |-Rp 168,665,451
{2 peralatan czn meste: Rp HFLM6IIE]3p 375020608 [Rp 12430816710
‘3 bengunan da. gedung; Rp WTALRANE o HSHET0E [Rp 510694795
. i alan, jaringan, das irigasi; iRp 10G92E0578F Rp  (TOT0SRTER) |Rp  7,118,382,100
: 3 as¢t letap lainnva: Rp  BA3RSAEST Rp 5749469020 |Rp  2,310,516,323
B aset laxnnya. | Rp - Re - | Rp .
i_ b iBelanja Peme}haraa: Rp 3ATTO,311581 Rp 24114836216 |[Rp 14664475365
; sumlah 1=Ja~b Rp 25T 372,344,750 Rp 24644230601 |[Rp 12,728,111,149
"2 | a [Belarga Fabah: Rp  JZ26R451 Rp 64571468 |Rp 252979783
' 7 |Belanja Bantuan Sosial: Rp 145,000,006 Rp - |-Rp 145,000,000
| ¢ |Belarya Bantuan Kevangan. Rp 2:3.236.200.200 Rp 238075569000 [Rp  44,836,049,800
! jumlek 2=fa- b+ Rp 252,654487,650 Rp 322,646815850 |Rp  69,992,328,1%
"3 | umlah Beiama infrastrustor Duerah il+d] | Rp 510,006.832,401 Bp 567291049451 | Rp 57264217030

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum memenuhi Belanja
Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada
butir E.l.c. Lampiran Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023 bahwa Belanja Infrastrukiur Pelayanan Publik
merupakan belanja infrastruktur dacrah vang langsung terkait
dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas
pelayanan publik dan ckonomi dalam rangka meningkatkan
kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurang
keserjungan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus konsisten
dan  mengupayakan secara terus menerus agar alokasi Belanjo
Infrastriktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapal 40% fempat
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puluh persenj sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-
undangan tersebut. Dalam hal perscntase belanja infrastruktur
pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen)
Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur
pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima)
tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,
sehingga hatas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja
infrastruktur sekurang kurangnya <40% sampai dengan Tahun
Anggaran 2027 sebagaimana dilegaskan pada butir E.l.c.1)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan
Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan (di luar gaji
dan tunjangan] scbesar Rpl.631.000.000 atau ©,09% dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk
mendukung penguatan pembinaan dan pengawasan pada
Inspektorat Kabupalen Pesisir Selatan antara lain tercantum pada :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar
Rp465.403.500;
2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp80.005.800;

Belum memenuhi alckasi anggaran pcnguatan pembinzan dan
pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
yaitu sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
dari total belanja daerah, sebapgaimana ditegaskan dalam butir
E.2.d.2)a} Lampiran Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023. Alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak
termasuk belanja paji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat,
schbagaimana maksud butir E.2.d.3) Lampiran Peraturan Menten
Dalam Negen Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 700.1.1/8737/8J tanggal 9 Desember 2022 Hal
Penguatan Inspcktorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah
Daerah.

Untuk itu, Pemerintuh Koebupaten Pesisir Selatan harus
mengupayakan dalam mengalokuasikan anggaran untuk penguatan
pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesizir Selatan, sekurang-kurangnya O,75% (nol kKoma
tujuh puluh fima persen) dart tofal belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun
Anggaran 2024,

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengalokasikan
anggaran pengawasan sesual dengan kewenangannya dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, untuk mendanai program dan kegiatan
pembinaan dan pengawasan, meliputi :

1} Kegiatan pengawasan, yaitu :

a) Pelaksanaan  pembinaan dan  pengawasan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan
daiam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan
peraturan  perundang-undangan  termasuk  ketaatan
pelaksanaan norma, standar, proscdur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan
kinerja;

b} Reviu dokumen percncanaan pembangunan dan rencana
keuangan darrah meliputi Rancangan akhir rencana kernja
Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja
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perangkat daerah, Rancangan kehijjakan umum anggaran
dan priorotas plafon anggaran sementara, RKA-SKPLY,

¢} Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
dl Eeviu Laporan Keuangan;

e} Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probity Audit, Reviu
Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan
tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang
berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;

fy Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan
pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil
bupati serta Bupati dan wakil Bupati serentak Tahun 2024,
Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas
pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemernntah
lainnya, termasuk memasukan bantuan keuangan parial
politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis
output sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalarn Wegeri Nomeor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik.

gl Penguatan tata kelola pemerintahan dan  Peningkatan
Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan
survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan
reformasi  birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi
birokrasi, Capaian aksi pencegahan  korupsi  yang
dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi,
Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi
terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan
korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar,
Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjul perianjian kerjasama
APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan
laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi,
Monitoring dan ewvaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil
pemeriksazn APIP.

2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3,
Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan
manajermen risiko, pendidikan profesional berkelarjutan melalui
pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120
jam/ftahun per APIP.

3] Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat
pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.c Lampiran Peraturan
Mentert Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetenst Penyelenggara
Pemerintah Dacrah

Jumlah alckasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN
dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah  Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan menjadi sebesar Rp3.533.606.495 ataun
(,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Dzerah
Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024,
yvang dialokasikan pada Badan Kepegawailan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
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Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah memenuhi alokasi
anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka
pengembangan kompetensi penyelenggara Pernerintah Daerah,
paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaien Pesisir Selatan tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.e Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus terus
mengupayakan dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi
kebutuhan terhadap Pengembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemerintah Daerah dalarmn APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk :

1} Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau
Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan
kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2] Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka
sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam
Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2017 tentang Kompelensi Pemerintahan.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan
Kompetensi Penyelenggara Pemerintah pada Kabupaten Pesisir
Selatan dalam APBD tahun anggaran sebelumnya telah melebihi
perhitungan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir
Sclatan tidak diperkenankan mengurangi besaran perscntasc
alokasi anggaran dimaksud pada Tahun Anggaran 2023
sebagaimana ditegaskan pada butir E.2.e Lampiran Peraturan
Mentert Dalam Negeri Nomear 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan
scsual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai
berikut :

da.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengalokasikan anggaran
dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim
Pengperak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKEK])
Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rpl1.273,253.156 atau 0,07% dan
Total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, pada kegiatan Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak
Tingkat Dacrah Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana.

Pemerintah  Kabupaten Pesisir Selatan agar mengalokasikan
anggaran dalam rangka dulungan pelaksanaan tugas dan fungsi
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
Kabupaten Pesisir Selatan dalam Rancanpan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anpggaran 2024 dengan memprioritaskan
melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sesuai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Kcuangan Dacrah.

Permnerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus Kkonsisten untuk
menyediakan alokasi anggaran yang memadal itcrhadap
dukungan pelaksanaan tugas dan fungs: TP-PKK sebagaimana yang
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ditegaskan pada butir E.2.ae Lampiran Peraturan Mentern Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efcktifitas
lugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA]
Kabupaten  Pesisir  Selatan  sebagai  pelaksanaan  urusan
pemerinlahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai
kepala pemerintahan dant dilaksanakan oleh Bupati/Bupati di
wilayah kerja masing-masing sebesar Rpl1.529.892.710 atau 0,08%
dari total Belanja Daerah yang dianggarkan pada Badan Kesatuan
Bangsa, Politik, Sekretariat Daerah dan di 15 Kecamatan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan hanis Konsisten untuk
menyediaican alokasi anggaran dimaksud gyang memadai
sebagaimana diamanatkan dalam buur E.3.ai.4p] Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB] dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar
Rp4.410.840.680 atau 0,23% darn total Belamja Daerah yang
dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nemor 8 Tahun
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Walkil
Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umal Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian
Rumah Ibadah. Pemerintah Kabupaten Pesisitr Selatan harus
konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai
guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah Dalam Pemelibharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian
Rumah Ibadah wvang dianggarkan pada perangkat daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan
politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 903/6397/5J tanggal 25 November 2020
tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan
juga pada butir E.3.ai.3}d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam
pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran
2024 sebesar Rp465.78R8.639.605 atau 75,36% dari total Belanja
Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal
Tanah sebesar RpH18.084.712.851 pada Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Hal ini sudah
memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan
Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka
Menyvukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang
menyatakan bahwa  Bupau/Bupati wajib  merencanakar,
mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat
puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk
menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari
hasil produksi dalam negeri.
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Untuk itu, Pemenntah Kabupaten PFesisir Selatan harus terus
berkomitmen untuk mendukung dan menyukseskan Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa
di Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor
027/1022/8J dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di
lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk itu agar Bupati Pesisir
Selatan:

(a] melaksanakan  pengadaan  barang/fjasa sesual dengan
ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021.

{l) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha
niikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam
negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% [empat
puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan barang/jasa
vang terdiri atas belanja barang dan jasa scrta belamja
modal di luar belanja modal tanah;

{2) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk dalam
negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Kemponen Dalam
Negeri [TKDN] ditambah mlai Bobot Manfaat Perusahaan
(BMP) paling rendah 40% {empat puluh persen); dan

(3] membenkan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa
dengan ketentuan diberikan terhadap barang vang memiliki
TKDN paling rendah 235% [dua puluh lima persen}.

ib)  meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa
kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK} lokal yang tergabung
dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistemn Elektronik
{(PPMSE)/ Marketplace dalam Toko Daring yang dikelola oleh
LKFP.

{c) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola
pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Daerah agar lebih efektif dan efisien
dengan:

{1} membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan katalog
elektronik lokal;

(2} mencantumkan produk lokal dalam katalog elektronik lokal;

{3} melaksanakan E-purchasing melalui katalog elektronik
lokal untuk produk lokal yang ditctapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

{4) meclakukan perjianjian/perikatan melalui surat pesanan
dalam pelaksanaan e-purchasing.

7. Bclanja Operasi

Penyediaan anggaran Belamja Operas] sebesar Rpl.408.209.172.643
atau 74% dan total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rpl.895.346.485.511, merupakan pengeluaran anggaran untuk
kematan sehari-hari Pemerintah Daerah yvang memberi manfast jangka
pendek sebagaimana maksud Pasal! 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 20109,

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada
jenis belamja :
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Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai sebesar Ep943.885.327 585 atau
20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya jumlah alokasi Belarya Pegawail diduar tambahan
penghasitan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan
tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TEKD yang telah
ditentukan penggunaannya sebesar Rp794.864.637.585 atau 42%
dart total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabhupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Belum memenuhl ketentuan alokosi belanja pegawai di  huar
tunjangan gurt yang dialokasitkan melalui Tunjangan Kinerja Daerah
maksimal 30% (tiga puluh persen) darl total belanja APBD.
Dalam hal! persentase Belanja Pegawal Daerah telah melebihi 30%
{tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja
Pegawai Daerah secara bertghap dalam waktu 5 flima)l tahun,
sebagaimana ditegaskan padae butir C.3.a.1)f) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum
pada :

1! Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar
Rp674.162.768.214 atau 36% darn total Belanja Daerah, dapat
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana
kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta
pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan han raya, kebutuhan
pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024,
kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan
keluarga dan mutasi pegawal dengan memperhitungkan acress
yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen} dari
jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan lunjangan sesual
maksud butir C.3.a.1}h) Lampiran  Peraturan Menten Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2} Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan
Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada :

a) Bclanja luran  Jaminan  Kesehatan ASN  scbesar
Rp31.597.939.529,

bl Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN menjadi
sebesar Rpl.116.425.905.

¢j Belanja Turan  Jaminan Kematian  ASN scbesar
Rp3.349.277 723,

d} Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar
Rp6.444.480.

e} Belanja Iuran Jaminan Kccelakaan Kerja KDH/WKDH
sebesar Epl13.104.

f) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebesar
Rp39.312.

gl Belanja luran Jaminan Keschatan bagi DPRD  sacbesar
Rp86.000.000.
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h) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD  sebesar
Rp5.000.000.

i} Belanja Jaminan Kematian DPRD sebesar Rp7.000.000.

Yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Sclatan tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedemani Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penvelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butic
C.3.a.1)h)(5) dan butir C.3.a.1)hj{&) Lampiran Peraturan Menier
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan Pemernintah
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian Bagi Pegawal Aparatur Sipil Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, yang antara lain diuraikan pada :

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD schesar
REpl18.032.800.000,

{1} Belanja Tuniangan Jabaian DPRD sebesar
Epl.440.000.000.

{2} Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Angpgola DPRD sebesar Ep5.617.500.000.

{3] Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rpl_418.000.000.

(4) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota
DPRD sebesar Rp3.048.500.000.

{3 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD  sebesar
Rp5.079.950.000.

b} Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD scbesar
Rp260.000.000;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024
dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negerli Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Opcrasional
sepanjang Peraturan Dacrah tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD scrta Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomorl88.31/7308/5J perihal Penjclasan
terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 serta Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 dengan telap memperhatikan aspek efektifitas,
efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas
dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp550.000.000
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Angparan 2024, sudah sesual dengan Pasal 9 ayat (2] hurutf ¢
Peraturan Pemeriniah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
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yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala
Daerah Kabupalen/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli
Daerah di alas 50 milyar sampai dengan 150 milyar dialokasikan
yaitu pafing rendah sebesar Rp400.000.000,00 dan paling hinggi
sebesar (,40%. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran
tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya
harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah
dimaksud.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN
sebesar Rp74.976.676.736 atau 4% dari total Belanja Daerah
dalam Rancangan Prcraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
tentang APBD Tahun Anggaran 2024, vang diuraikan ke dalam
rinciann obyek belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Beban Kerja ASN sebesar Rp74.976.670.7.36.

&) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objeknf
Lainnya ASN sebesar Rpl159.211.500.312.

Untuk poin 5) dan 6} dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran
2024 dengan memperhatikan aspck cfektifitas, cfisiensi, kepatutan
dan kewajaran seria rasionalitas penggunaan anggaran dengan
mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 dan butir D 16.a.1)j}{7]) Lampiran Peraturan Menteri
Dalamn Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapal
memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pcgawai
Aparatur Sipil Negara [ASN) daerah dengan memperhatikan juga
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD,
yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sera berpedoman
pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan
Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP
bagi ASN sctelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri,
dengan mempedomani butir C.3.a.1}h}|{7}) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

7] Belanja Tunjangan Profesi Guru ({TPG] PNSD  sebesar
Rpi43.607.771.000.

B) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG] PNSD sebesar
Rpl.313.032.000

9] Belanja Tamsii Guru PNSD sebesar Rp4.109.887.000.

Untuk poin 7), 8) dan 9} dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD,
Dana Tambaharn Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan
Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari
APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik
sebagaimana maksud butir C.3.a.1)h)(7){c)ii.vi}iil] Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, serta
alokasi anggarannva untuk disesuaikan dengan ketentuan
peraluran perundang-undangan yang berlaku.

1) Belanja Daerah yang diuraikan antara lain :

a) Belanja lnsentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah
scbesar Rp2.788.713.971 atau 8,27% dari total Pajak Dacrah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
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Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
REpl3.441.500.000 diuraikan sebagai berikut :

(1} Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
sebesar Rp2.487.828.971.

2] Belanja Insenuf bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak
Daerah sebesar Rp300.885.000.

(3} Belamja .Jasa Insentil bag Pegawai Non ASN atas
Pemmungutan Pajak Daerah sebesar Rp0.

b) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah
sebesar Rp261.748.241 atau 5% dan total Retribusi Dacrah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2029 sechesar
Ep2.569.500.000 diuraikan sebagai berkul :

(1} Belanja Insentif bagl ASN atas Pemungutan Retribusi
Daerah sebesar Rp209. 368 563,

{2) Belanja Insentif bag KDH/WKDH atas Pemungutan
Retribusi Daerah sebesar Rp52.3459 648,

(3] Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN  atas
Pernungulan Retribusi Daerah sebesar Rp(Q.

Alokasi insentif atas pemungutan pojak daerah belum sesuai
ketentuan yaity paling tinggi 5% (ima persen) dart rencana
penertimaan  Pgjak Daerah  sebagaimana ditegaskan pada
ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor
69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfazatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesislr Selatan agar
dapat menyesuaikannya scbagal implementasi Pasal 58
Peraturart Pemcerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif
Pajak Daerah bagi Pejabat /PNSD yang melaksanakan tugas
pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuail
peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah
satu unsur perhitungan tambshan penghasilan berdasarkan
pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana maksud butir
C.2.a.1)t) Lampiran Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.

11) Belanja Honorarium sebesar Rp7.415.999.600 diuraikan ke
dalam sub rincian obyek :

a) Belanja Honorarmm Penanggungjawaban Pengelola
Keuangan sebesar Rp6.921.057.600.

b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar
REp454.942.000.

12} Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rpl17.475.000 diuraikan
ke dalam sub rincian obyek Belanja Jasa Pengelolaan BMD vang
Menghasilkan Pendapatan.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024
dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran serta
dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektil sesuai
dengan kcbutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam
rangka mencapai larget Kinerja kegiatan dimaksud serta standar
satuan harga yang ditetapkan oleb Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
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Selain itu pemberian honorarium tersebut agar mempedomarni
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 5Standar
Harga Satuan Regional dan butir C.3.a.1}h)({7}(clii.viil) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selaian dilarang menganggarkan
belanja pegawreil yang peruntukannyae bagl tenaga non ASN, karena
belanja pegawna! dianggarkan hanya uniuk ASN Daerah, PPPKD,
Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir
C.3.a.1}h)(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023,

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa sebesar
Rp399.742.598 208 atau 21% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Sclatan tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, harus digunakan untuk
mengangearkan  penpadsan barang/jasa yang nilal manfaatnya
kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka
melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan
Daecrah guna mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum
dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan
pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan
bulir €.3.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain
tercantum pada obyek belanja :

1) Belanja Barang sebesar Rp37.424.701.678 vang antara lain
diuraikan pada Belanja Barang Pakai Habis sebesar
Rp34.833.703.327, antara lain diuraikan pada :

a] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar
Rpl&5.911.347.

b) Belanja Bahan-Bahan Kimia scbesar Rp247.851.497.

a] DBelanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar
Rp1.807.258.409.

b} Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp90.662.08C.

¢ Belanja Suku Cadang-5Suku Cadang Alat Anglatan sebesar
Rpl13.572.243,

d) DBelanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
sebesar Rp8.501.850.116.

¢] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
sebesar Rp3.218.320.135.

fy Belama Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
sebesar Rp358.535.217.

g} Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebesar
Rp802.806.780.

h} Belamya Natura dan Pakan-Natura sebesar Rpb04.434 .460.

1} Belanja  Makanan dan  Minuman  Rapat  sebesar
Rp6.560.474.250.

11 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar
Rpl.812.426.400.

k} Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar
Rpl.951.892.800.
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Penganggarannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata
yvang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan
estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan
mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun
2014 dan Pasal 28 Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 1%
Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.3.a.2)c)j(1}(a)
Lampiran Perawuran Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023, scrta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan
dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat {1} Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019,

Untuk Belanja Barang wuntuk Dijual/Discrahkan kepada
Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka
melaksanakan program dan kepgiatan pemerintah daerah guna
pencapaizn sasaran proritas daerah yang tercantum dalam
RPIMD pada SKPD lerkait dan dianggarkan sebesar harga
beli/bangun bharang/jasa yang akan discrahkan kepada pihak
ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa
sampal siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir
C.aa.2)g)(1)b), butir C.3.a.2)c)(l)ic] dan butir C.3.a.2}c)1)(d)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Belanja Jasa scbesar Rpll18.974 204 092 yang antara lain
diuraikan :

a) Belanja Jasa Kantor scbesar Rp75.411.449.041 yang
diuraikan antara lain :

(1} Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator
Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp2.354.900.060.

(2} Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sckretariat Tim
Pelaksana Kepiatan sebesar Rp677.440.000.

{3) Honorarium Rohaniwan sebesar Rp437.400.000.

{4) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah,
Pengelola Tcknelogi Informasi dan Pengelola Website
sebesar Rp601.000.000,

Harus dibatasi penganggarannya dalam  Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 mempertimbangkan azas kepatutan
dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan
kegiatan, dan selanjutnya dilakukan pengurangan mmlah
alokasi anggaran tersebut di atas dengan mengurang! jumiah
orang/anggota tim maupun penryesuaian harga satuan sesuai
dengan ketentuun peraturan perundang-undangan, serta
dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan
mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh
kepala Dacrah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan
bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan jasa vyang dibatasi serta didasarkan pada
pertimbarngan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan
mermiliki peranan dan  kontribusi  nyata  terhadap
pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya
sebagaimana  ditegaskan pada buur C.3.a.2)c){2){ali.
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023.
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(=) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana
Umum sebesar Rp295.044.000.

(6) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp966.000.000.

(7] Belamja Jasa Tensga Pemadam Kebakaran dan
Penyelarmnatan sebesar Rp2.221.800.000.

(B} Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebesar
Rp&0.000.000.

(9] Belanja Jasa Tenaga Administrasi sehesar
Ep5.322.000.000.

{10]Belanja  .Jasa Tenaga Pelayvanan Umum sebesar
Epl.988.350.00(.

(11)Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp1.539.200.000.

{12)Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar
Rp6H.913.880.500.

{13)|Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp696.850.000
14)Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rpl.640.975.000.
(15)Belanja Jasa Tenaga Juru Masak sebesar Rp27.000.000.

(16)Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebesar
Rp39.230.000.

(17)Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar
Rp332.000.000.

Harus dibatasi dun dikurangt alokasinya dan agar diarahkan
untuk menjadi Pegawail dengan Perjanjian Kerja dengan
mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Pernjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat
Pernbina Kepegawaian (PPK] dan pejabat lain di lingkungan
instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawal non PN5
dan/atau non PPPK untuk mcngisi jabatan ASN. Dan bagi
pegawai non PNS vang bertugas pada instansi pemerintah
termasuk  badan layanan  umum  dacrah  sebelum
diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap
melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima} tahun tersebut dapat
diangkat menjadi PPPK apatila memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemenntah ini.

Terhadap pengisian jabatan pelaksana di ingkungan instansi
pemerintah tersebul harus memperhatikan juga Peraturan
Mentenn Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birckrasi Nomoer 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksanaan Bag Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Insiansi Pemenintah.

Apabila peruntukkannya untuk mengakomodir penganghkatan
barny bagi pegatwai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi
Jjabatan pelaksana ASN sebagaimana disebutkan di atas,
maka Pemerintah Kabupaten Pesisir  Selatan  tidak
diperkenankan untuk mengalokasikan anggaran tersebut
dan harus dialihkan unfuk memenuhi kebufuhan alokasi SPM
dan alokas belanja yang diwajibkan lainnya yang belum
terpenuhi sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

{18] Belanja  Jasa Penyelenggaraan Acara scbhesar
Rpo.0922.721.493,
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(19) Belanja Tagihan Air sebesar Rp745.713.627.
{20} Belanja Tagihan Listrik sebesar Rpl13.150.709.608.

(21) Belanja  Kawat/Faksimili/Internet/TV  Berlangganan
sebesar Rpl.724.000.000.

Penganggarannya agar disesuaikan dengan kebutuhan yang
didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah
pegawai dan vohume pekerjaan dengan letap memperhatikan
aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta
penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
sebagaimana  ditegaskan pada butir C.3.a.2)c){2)(ali
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2023,

Belanja [uran Jaminan/Asuransi sebesar Rp36.723.974.086

yang diuraikan :

(1} Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI sebesar
Ep25.614.261.247

(2} Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan
BP Kelas 3 sebesar Rp2.484.054.999,

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan Universal Health
Coverage (UHC} guna terselenggaranya jaminan kesehatan
bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan
iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada
SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan
kesehatan.  Selanjuinya, Pemernntah Kabupaten Pesisir
Selatan tidak diperkenankan mengelola sendiri {sebagian
alau seluruhnya}l Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan
manfaat vang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional,
termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya
dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir
D.16.a.2}c)(2{{bjiv.i) dan butir D.16.a.2)c){2){b)v.viii) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tenlang Penyelenggarzan
Program Jaminan Kecelakaan Kenja dan Jaminan Kematian
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2015.

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang
Noemor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Bosial, Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2013
tentang Penahapan Kepesertaan Propram Jaminan Sosial,
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kelenagakerjaan
sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2)c){2)(b} Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,
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Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

(1} Belanja  Sewa  Peralatan dan Mesin scbesar
Rp256.500.000.

(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan  sebesar
Rp383.076.800.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran
2024, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-
masing kegiatan dengan mempriorifaskan terlebih dahulu
penggurnaan barang mihk daerah

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah
terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan
dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan
anggaran scbagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Selanjutnya, selisith lebih dan efisiensi penyediaan anggaran
tersebut dialibkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka
peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah
dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang
milik daerah yang disusun dengan memperhatikan
kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah vang ada.
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud
berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan
dan/atann  standar harga sesuai  amanat  Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Belania Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar
RpS5.8949.750.195.

Belanja Jasa Konsultansi Non  Konstruks:  sebesar
Rp100.000.000.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Belanja Jasa
Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa
konsultasi Kenstruksi mengikuti konsep full costing atau
nilai aset tetap vang dianggarkan dalam belanja modal
adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap
digunakan. Selanjutnya Permerintah Kabupaten Pesisir
Selatan dapat menganggarkan jasa konsullasi konstruksi
apabila diamanatkan lain oleh Ketentuan peraturan
perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam
Pengerjaan [KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana maksud butir
C.3.a2kcH2){g] Lampiran Peraturan Mentenn Dalam Negerni
Noror 15 Tahun 2023,

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis
serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp71.453.970.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Katupalen Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran
2024, dengan tctap memperhatikan aspek efektifitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan
penggunaan anggaran, mengingat  untuk  menghadiri
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya
vang terkait denpan pengembangan kapasitas sumber daya
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manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah,
Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya scpert
tenaga ahli diprioritaskan uniuk diselenggarakan di
Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan
tcknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar
daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan
mempertimbangkan  aspek- aspek  urgensi, kualitas
penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber,
kualitas advokasi dan peclayanan penyelenggara serta
manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan
dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya pguna
efektifilas penggunaan anggaran daerah.

Belanja Pemecliharaan sebesar Rp24.114.836.216 yang diuraikan
pada :

al Belanja Pemeliharaan Peralatan dan  Mesin  sebesar
Rp7.228.769.635.

b} Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan scbesar
Rp%. 988 661.389.

¢} Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar
Rp6.897.405.192.

Dapat  dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Dacrah
Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBID Tahun Anggaran 2024,
sesual dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek
efektifitas, efisiensi, kepatutan dan  kewajaran serta
penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan
kebutuhan nyata pada masing- masing kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1} Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019,

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yvang berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau
kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (1} dan ayat {2} Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemoer 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir
C.3.a.2|c|(3) Lampiran Peraturan Menterni Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023,

Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp79.794 791 981 yang
diuraikan pada :

al] Belanja Perjalanan Dinas  Dalam  Negeri  schesar
Ep79.794.791.981.

b} Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp0.

Dalam  pengangparan Belanja Perjalanan  Dinas harus
mcmperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya
riill dan pengalokasian pada kode rekening vang sesuai dengan
maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan.
Selanjutnya harus dirasionaltkan dan dikurangi jumlah
anggarantya dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian
target kinerja kegiatan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
agar menghitung kembali alokasi Belanja Perjulanan Dinas
dengan membatasi hari, fumiah orang dan caepaian  kinerja
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perjalanan dinas dimaksud, sehingga relevan dengan substansi
kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara
transparan  dan  akuntabel sesual peraturan  perundang-
undangan. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas
harus memperhatikan butir C.3.a.2)¢){4] Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Selanjutnya, hasil rasicnalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan
uniuk mendansi  Kegiatan dan  Sub  Kegiatan prioritas
scbagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang
menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun
2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Pesisir Selalan untuk memenuhl alokasl anggaran penguatan
pembinaan dan pengawasan pada Inspekioral  Pemerintah
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya 1% (satu
persen) dari total belanja daerah (diluar gaji dan tunjanganj,
untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan
pelatihan bagi ASN dalam rangks pengembangan kompetensi
penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol
koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serts untuk
memenuhi  alokasi hibah untuk KPU dan Bawaslu terkait
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada serentak.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesistr Selatan agar tidak
menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri pada
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman teniang APBD
Tahun Anggaran 2024 kecuali hanyae untuk kegiatan gyang
bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain telah memiliki
perfanfian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan dengan pihak luar negen dan dalam
pelaksanaannya juga harus berpedoman pada fmstruksi Presiden
Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
dan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur
Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimmnan dan Anggota
DPRD.

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar RpS8.154.069.841 vang

diuraikan pada

a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain /Masyarakat sebesar Rp6.761.205.492.

b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain /Masyarakat Rpl.392.863.600,

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan
penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata
pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada
kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu
prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak
sosial kemasyarakalan akibat penggunaan tanah milik
Pemorintah Dacrah untuk pelaksanaan pembangunan proyek
strategis nasional dan non proyek stralegis nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
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TEDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan scbagaimana
dimaksud dalam butir C.3.a.2)c](5) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran yvang tercantum pada :

1} Belanja Pegawai BOS sebesar Rp382.154.000.

2) Belanja Barang dan .Jasa BOS sebesar Rp55.092.388.106.
3) Belama Hibah Dana BOSP scbesar Rp7.099.800.000.

4] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rpb.789.798.138.
53] Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp8.717.6695.020.

Alokasi Belanja BOS sebesar Rp77.081.809.264 lebih kecil dari
alokasi target DAK Non Fisik BOS pada Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran
2024 scbesar Rp84.559.000.000, belum sesuail maksud Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Dana Bantuan Operasional Sekolab pada Pemerintah Daecrah dan
butir C.2.b.4)a}i4)[ehi. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

1] Belanja Pegawai BLUD sebesar Rpl5.761.049.995,

2] Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp76.187.607.043,
3} Belangj Modal Tanah BLUD sebesar Rp50.000.000

4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD  sebesar
Rpl1.343.580.153.

5) Belanja Modal Jalan, Jarnngan, dan Irigasi BLUD sebesar
Epl00.000.000.

&) Belanja  Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar
Epl.800.000.

Belanja BLUD sebesar Rp93.444.047.191 tHidak sama dengan target
Pendapatann BLUD yang dialokasikan pada Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun  Anggaran 2024 sebesar
FEp93.852.630.736. Belum sesual dengan maksud Peraturan
Mentert Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan
BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuar
RAB vang dikeonsolidasikan ke datam APBD dalam jenis Pendapatan
Lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD vang sumber dananva
berasal dari Pendapatan BLUD dan SILPA BLUD,
diintegrasikan /dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun
belanja daerah yang selanjuinya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1
{satu] kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, serta
dialokasikan untuk membiayai program penunjang uUrusan
Pemerintah Daerah, kepiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub
kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

Penyediaan anggaran vang tercantum pada Belanja Hibah sebcsar
RpH4.571.246.850 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan antara lain pada :

1] Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar
Rp31.443.757.851

2] Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, ©Organisasi

Kemasyarakatan yang Berbadan Ilukum Indonesia sebesar

Ep24.988.688.999,
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3] Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarcia
dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
sebesar Rp350.000.000.

4] Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela
Bersilat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp17.657.368.999.

2] Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp7.099.800.000.

&) Belanga Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar
Rp1.039,000.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
mempedomani Pasal 298 avat [4) dan ayat {5} Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemcrintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemenntah Kabupaten Pesisir Selatan  telah
mempricritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan
Pemerintahan Wajibk dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang
diwajibkan coleh peraturan perundang-undangan sesual dengan
kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta untuk
mendanai program dan kegiatan prioritas yang lerkait langsung
dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi
belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan separnjang
telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang
pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai
UTEETISi dan kepentingan dacrah dalam mendukung
lerselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan dan juga bertuyjuan untuk melindung  dari
kemunglanan terjadinya resiko sosial, sebagaimana rmaksud Pasal
298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
& Tabun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah
Nemeor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.5) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2023,

Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan
pemerintahan wafib diantaranya terkait pelayanan dasar
dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai
fdimana alokasi total! anggaeran untuk pemenuhan SPM di
Kabupaten Pesisir Selatan baru sebesar Rpl16.329.078.436
atau I,75% dari total belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024}, maka
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan wafib mengallhkan
alokasi Belanja Hibah tersebut untuk pemenuhan Belanja
Urusan Pemerintahan Wafib terkait SPM tersebut, sebagaimana
ditegaskan pada pasal 11 ayat {3} dan pasal 18 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
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Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menfadi Undang-Undang.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah
tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan
anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan
rckomendasi darm  Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan
pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat
sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja
hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah
dacrah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja
hibah dan bantuan sosial yvang sifatnya bukan menjadi urusan
pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus
mempedomani pagu anggaran belanfa hibah ygang tercantum
pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-PPAS.

Selamjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja
Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Polittk sebesar
RpA30.248 944 agtau 0,04% dari total belamja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, harus mempedomani Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuanpan
kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan
Menten Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara
Penghitungarn, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi
Pcngajuan, Penyaluran dan Laporan  Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai  Politik sebagaimana
dimaksud butir C.3.a.5)d){7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menterni Dalam Negeri Nomor
500.1.9.1/435/58J tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubcrmur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023, maka
Pemenntah Kabupaten Pesisir Selatan agar memastikan tersedianya
alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan
Kepala Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 40% dari seluruh
kebutuhan di APBD Tahun Anggaran 2023 dan 60% sisanya
dialokasikan pada AFBD Tahun Anggaran 2024,

Dalam Lampiran [II Peraturan Bupati Pesisir Sclatan tentang
Pemjabaran APBD TA. 2024, tercantum besar alokasi Belanja Hibah
untuk KPU kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp2l.303.274.851
atau 60,00% dan total NPHD sebesar Rp35.505.458.085 dan
Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp7.140.483.000 atau
60,00% dari total NPHD sebesar Rp7.140.483.000.

Untuk menjamin  Ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan
fahapan-tahapan Pemilu/Pemilukada serentak di Kabupaten Pesisir
Sefatan Tahun 2024, Pemerintah Kahupaten Pesisir Selatan sudah
memenuhi alokast hibah kepada KPU dan Bawaslt Kabupaten
Fesizir Selatan sebesar sisa total kebutuhan pada APBD TA 2024 inid,
sesudal NPHD yang telah ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan
Pimpinan KPU sertq Bawastu Kabupaten Pesisir Selatan.
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8. Belanja Moda!

Penyedizan anggaran Belanja Modal sebesar Rp220.529.397.385 atau
12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus
diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana
dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan
pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah,
sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4la) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran
yvang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya
yvang memenuhi kriterta mempunyal masa manfaat lebih dari 12 [dua
belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan
melewati batas minimatl kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir C.3.b.1},
C.3.0.2} dan butir C.3.5.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran pengadaan Barang Milik Daerah (BMD)] dilakukan sesuai
dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan
prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan
akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negen. Selanjutnya,
perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu
dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk
kebutuhan barang milik dacrah yang baru frew initiative) dan angka
dasar {baseline} serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan
barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang,
standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar
kebutuhan oleh Bupati Pesisir Sclatan sesuai amanat Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri
Dalam WNegeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir
C.3.0.7), C.3.0.8), C.3.0.9} dan C.3.b.10) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam MNegeri Nomeor 15 Tahun 2023,

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat
perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai  kontrak,
perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai
kontrak akhir tidak melebihi 10% [sepuluh per seralus)] dari harga vang
tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54
ayatl {2} Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :

a. Belanja Modal Tanah sebesar Rpl.250.000.000 vang diuraikan pada
Belanja Modal Tanah Persil.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2022, ddengan tetap
mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 20135 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pcndukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum yang bersumber dari APBD  sebagaimana
dimaksud butir C.2.5.2}|h) dan C.2.5.2}i) Lampiran Pecraturan Menterd
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,
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b. Belania Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp37.540.229.608 yvang
diuraikan ke datam belanja antara lain :

1} Belanja Modal Alat Besar Rp5.159.000.000.
2] DBelanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp9.365.334.550.

3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar
RpbH.351.320.500.

4] Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar
Hplll.411.150.

5) Belanja Modal Komputer sebesar Rp 1.583.767.661.
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp55.868.710.876.

d. Belamja  Modal Jalan, Jaringan dan  Irigasi  sebesar
Rpl117.070.987 881 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian
obyek :

1) Belanja Modal .Jalan dan Jembatan sebesar Rp97.580.411.000.
2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp18/211/793.881.
3} Bclanja Modal Instalasi sebesar Rp978.783.000.
4) Belanja Modal Jaringan scbesar Rp200.000.000.
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya scbesar Rp8.749.469.020.

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tctap dan aset
lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari
12 (dua belas} bulan, digunakan dalam kegiatan Pernerintahan
Dacrah, dan batas minimal kapitalisast aset sesual kewenangan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana maksud Pasal
2582 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penpgangparan belanja modal dilakukan sesuai dengan kewenangan
dan kemampuan keuangan dan kebutuhoan daergh berdasarkan
prinsip cfisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan
akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya,
penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD] vang disusun
dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi
SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Pemerintah  Kabupaten  Pesisir  Selatan  tidak  diperkenankan
menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada
REBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya
agar dialihkan pada program kegiatun priortas doerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya
juga harus sesual dengan standarisasi sarana dan prasarana kena
Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomeor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan
Peraturarn Menter1 Dalam Negern Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pcrubahan Atas Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kera
Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir C.3.b0.4)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2023,

Seclanjutnva, penyediaan anggaran yang tercanturn pada:

a. Belanja Modal Alatl Kedokleran dan  Kesehalan  sebesar
Rp3.441.109.971.

b. Belanja Modal Alat Laboratoriuun sebesar Rp3.423.914.743.
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dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam
pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat
kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus
tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional
peralatan dimaksud dan kepastian dalarmn pelayanan kepada masyarakat.

Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.000.000.000
atau 0,26% dan total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 namun jumlah
alokasinya perlu untuk dihitung kembali dan nominalnya discsuaikan
dengan proyeksi kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dan
kemunglinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifainya tidak dapat
diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah,
serta amanat peraluran perundang-undangan, sebagaimana maksud
Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
serta butir €.3.¢. Lampiran Peraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.

Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp261.607.915.483 atau
13.8% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang
diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp3.532.346.483 atau 10% dari total
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerash Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebesar Rp16.011.000.000 diuraikan dengan rincian obyek:

1] Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp3.008.850.001, yang
diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Pemerintahan Desa atau 10% dari total Pajak
Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan  tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp30.088.500.000,

2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp523.496.482 vyang
diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Reiribusi
Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa atau 10%
dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024
sebesar Rp5.234.964 821,

Pemerintah  Kabupaten Pesisir Selatan sudah mengalckasikan
angparan untuk belanja bag hasil kepada desa, dimana besaran
alokasi dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak
daerah dan retribusi daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud
dianggarkan seccara bruto scbagaimana ditegaskan pada Pasal 24
ayat (7] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir
D.16.d.21a][8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.
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b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp258.075.569.000 atau
13,62% dar total Belamja Daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran
2024 yang diuraikan yang diuraikan ke dalam rincian obyck Belanja
Bantuan Keuangan [Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada
Desa termasuk di dalamnya Dana Desa dari APBN  sebesar
Rple3.194.016.000, sehingga alokasi Belanja Bantuan Keuangan
UUmum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar
Rpb4.881.553.000.

Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang
diaickasikan tersebul sudah memenuhi ketentuan pasal 72 ayat (4)
dan ayat [0} Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Alokasi
Dana Desa untuk Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dari DTU
(DAU dan DBH) yang diterima cleh kabupaten/kota yang memiliks
desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA
Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyvak dan Gas
Bumi dalam rangka otenomi khusus sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar
Rp%38.565.530.000 yaitu sebesar RpG93.856.553.000.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar konsisten
untuk menganggarkan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada
Desa  sebagaimana amanat ketentuan peraturan  perundang-
undangan, sebagaimana ditegaskan pada butir .3.d.2)b}f8),
C.3.d.21b}fS), C.3d2b{10), C.3.d.2}hj11] dan butir C.3.4.2)b){12)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2023,

D. Kebijakan Pembilayzan

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar BpO,
scbagaimana Tabel 11 scbagai berikut:
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Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Sclatan tentang
APBD Tahun Angpgaran 2024 sebagai berikut:

1. Penenmaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan
rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
pengeluaran daerah sesual dengan kepastian tersedianya dana atas
penerimaan dacrah dalam jumlah yang cukup.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan vang perlu dibayar
kembali danfatau pengeluaran yang akan diterima kernbali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang terdiri Penerimaan Pembiayaan.

Dalam rancangan Rancangan Peraluran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan penerimaan pembiayaan
sebesar Rp0, atau belum diperkirakan sesuail dengan perhitungan kas
pada tahun berfalan. Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan Sisa
Lebih Perhilungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Sesuai data pada Lampiran [ Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan tentang APBD TA. 2024 dan Lampiran Berita Acara
Persctujuan Bersama Kepala Dacrah dan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 180/577/BPT-P5/2023 dan Nomor 52/DPRD-PS/2023 tanggal 27
November 2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dizajikan bahwa
rencand Pendapatan Daerah TA. 2024 sebesar Rpl.680.914.716.515 dan
Belanja Daerah sebesar Rpl.895.346.485 511 sehingga terdapat defisit
sebesar Rp(214.431.768.996). Defisit anggaran tersebut tidak ditutupi
sebagian ataupun seluruhnya dengan dengan pembiavaan neto sehingga
terjadi defisit murni sebesar Rp(214.881.768.996).

Untuk {tu, Pemerintah Daerah dan DPRD Habupaten Pesisir Selatant
harus menyesuaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD ‘Tahun Anggaran 2024 dan memformulasi ulang postur
Rancangan APBD sedemikian rupa sehingga defisit yang disebabkan
antara selisth Pendapatan dan Belarga dapat tertutupi oleh
Pembiayaan Neto. Langhkah yang dapat ditempuh antara lain dengan
meningkatican Pendapatan dengan nilai yang realistis dan dapat
tercapai atau mengurangl Belanja dengan menunda dan/atau
membatalkan dan/atau merefocusing program, keglatan, sub
kegiatan atau paket-paket pekerjaan yang tidak prioritas dan bukan
merupakan kebutuhan belanja wafib dan mengikat.

Formulasi ulang postur APBD tersebut harus didasarkan pada
penghitungan yamg leblh cermat, rasional dan terukur guna
menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun
Anggaran 2024 yang tidak dapat didanal akibat Hidak tercapainya
SILPA yang direncanakan sebagaimana ditegaskan poada butir
C.4.a.2)ajfl) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023,

Selain itu, dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya
berdasarkan pecraturan perundang-undangan pada tahun anggaran
sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan wajib menganggarkan
SiLPA  dimaksud sesual penggunaannya sebagaimana maksud butir
{.4.a.2ja){3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023,
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Dalam hal SiILPA daerah tingg dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat
diinvestasikan dan/atan digunakan untuk pembentukkan Dana Abadi
Daerah sesuai denpgan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
memperhatikan kebutuhan yang menjadi prieritas daerah yang harus
dipenuhi sebagaimana maksud butir C.4.4.2)alf4) Lampiran Peraturan
Menieri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Serta dalam hal SiLPA dacrah tinggi dan kinerja layanan rendah,
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat mengarahkan penggunaan
SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang
berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud
butir C.4.a.2)a){3)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN
EKPD SERTA KUA DAN FPAS

A. Kesesuatan Propram, Kegiatan, dan
Ranperkada dengan Perubahan RKPD

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan scrta plafon anggarannya
dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 12
sebagal berikut:

Sub Kegiatan Ranperda dan

Tabel 12
Kesesuaian Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Plalon

Anggaran Ranperda APBD TA. 2024 dengan RKPD dan KUA-PPAS

L Keterangan RMO/R0 RKPD 14 KU IS H4 RARD 4

1 ilmahPoyam 1% 10 it W

L [lmahdegiatan { 5% dd 57

3 lemiahSubkeg étan [ 5 1 18]

L emahdegzaran(Rol | ol MOAL 4GSR RoLIGEMLAE | RplLUTIWEHAEL | Mol 895 ue RSl

Jumlah program sebanyak 242, jumlah keglatan sebanyak 517 dan jumlah
sub kegiatan sebanyak 1181 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupalen
Pesisir Selatan tentang APBD TA. 2024 belum sesual dengan jumlah
program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
hanya diperkenankan melakukan penambahan program, kegiatan dan sub
kegiatan antara RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan APBD sepanjang
memenuhi Kriteria doarural atau mendesak sesual kelentuan peraturan
perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab Il hwruf A angka 2
huruf b dan ¢ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020.

B. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terdapat Sub kegiatan yang
terdapat dalam Eancangan Peraturan Daerzh Kabupaten Pesisir Selatan
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati
Pesisir Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 namun
tidak terdapat dalam RKPD dan/atau KUA dan PPAS, antara lain:

1. Dinas Pendidikan

—  Pembanpunan Ruang Kelas Bar
- Pengelolaan Dana BOP PAUD
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2. Dinas Kesehatan
- Pengelolaan pelayanan keschatan Malania
— Penyelenggaraan Kabupaten /Kola Sehat

- Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
Rujukan

3. RSUD Tapan:
- Pengembangan Rumah Sakit

- Pengadaan Cbat, Bahan Habis Pakai, Bahan Mcdis Habis Pakai,,
Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

- Operasional Pelayanan Rumah Sakit
4. UPTD Puskesmas
= Operasional Pelayanan Puskesmas
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
= Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
atau Relokasi Program Kabupaten /Kota

— Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana
Kabupaten/Kota

= Pembentukan dan Pelatthan Tim Satgas, Tim Pendamping dan
Fasililator

= Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap
Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di1 Bawah 10
{Sepuluh) Ha
- Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
. BPED

- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap

Bencana kabupaten/kota
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijalktan, Program dan
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup
Daerah Kabupaten/Kola

—  Pemingkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan
Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten /Kota

- Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualilas
Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota

— Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam
pclaksanaan kebijakan fprogram/ kegiatan pencegahan KTA

-  Peningkatan kapasitas SDM lembaga penvedia lavanan
perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah

kabupaten/
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Penerbitan Dokumen  Atas Hasil Pelaporan  Peristiwa
Kependudukan

-  Pencalatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas
Pelaporan Penistiwa Penting

- Fasilitasi Terkait Pengelotaan Inlormasi Administrasi
Kependudukan

~  Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Fasililasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten /Kota
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
Fasililasi Pengelolasn Keuangan Desa

Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja
Sama antar Desa

Fasilitasi Penyvusunan Profil Desa
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posvandu, LPM, dan Karang
Tarunaj, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat

Fasilitasi Pengembangan Usaha FEkonomi Masyarakat dan
Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Pengadaan Mebel

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistemn Informasi
Keluarga

Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan
Pelayanan KB

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga
Kencana

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana
melalui  Rapair Koordinasi Kecamatan [Rakorcam), Rapat
Koordinasi Desa (Rakordes], dan Mini Lokakarya (Minilok)

Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa
Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada
Stakcholders dan Mitra Kerja

Pembinaan [MP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan
gleh PKB/PLKB

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan
Sarana  Penumjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jarngan dan Jejaringnya

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontraseps: Jangka
Panjang (MK.JP)

Pembinaan Terpadu Kampung KB

Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di
Kampung Keluarga Berkualitas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Tenaga Kerja

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian scrta
Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku
Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perizinan Berbasis Sistern  Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektrenik
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14.
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16,

17.
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Dinas Pariwisata, Kepemudazn Dan Olshraga

- Peningkatan Kapasitas Pemuds dan Organisasi Kepemudaan
Kabupaten/Kota

— Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepermudaan
Kabupaten /Kota

— Penyelenggaraan Keglatan Kepramukaan Tingkat Daerah

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota

— Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan
Panwisata

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

- Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Dinas Pertanian

- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

- Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian 5D Tanaman

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pernelharaan Balai Penyuluh di
Kecamatan serta Sarana Pendukungnya

-  Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan
Menular

- Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada
Hewan

-  Penvediaan Pelayanan Jasa Laboratorium

-  Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan
Desa

- Pembentukan dan Penvelenggarman Sekolah lLapang Kelompok
Tani Tingkal Kabupalen/Kota

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
—  Penpgamanan Barang Milik Daerah SKPD

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
-  Penatausahaan Arsip Dinamniis pada SKPD

Dinas Perdagangan Dan Transmigrasi

- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang
Berdampak dalam 1 {(Satu) Kabupaten/Kota

- Ewvaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

-  Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sekretanal Daerah

- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capatan Kinerja Terkait
Kesejahtleraan Sosial

- Penvediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Sekretariat DPRD

- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembenlukan Peraturan
Daerah

- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Kelerangan Naskah Akademik

—  Pembahasan KUA dan PPAS, Perubahan KUA PPAS,Pembahasan
APBD dan Pembahasan APBD Perubahan
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- Omentasi DPRD
-  Pendalaman Tugas DPRD
- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- Publikasi dan Dokumentasi DPRD
- Kunjungan Kerja dalam Daerah
- Pelaksanaan Reses
— Koordinasi dan Kensuttasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
18. Badan Perencanaan Daerzh, Penelitian dan Pengembangan

-~ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Dagrah Bidang Pembangunan Manusia

19. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Dacrah
- Pengelolaan Dana bagl Hasil Kabupaten/Kota
20. Inspcktorat Dacrah

-  Seluruh Sub Kegiatan pada Program Penyelenggaraan
Pengawasan, tidak terdapat dalam KUA dan PPAS TA. 2024

21. Kecamatan:
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

-~ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan
Kepala Daerah

22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Permbentukan Paskibraka

~  Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangszaarn,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Pohtik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasililasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan  Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Dacrah

-  Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten /Kota

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Selanjutnya, Program, Kegialan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2024 belum berpedoman pada RKPD serta KUA dan
PPAS schapgaimana maksud Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk 1w, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan harus
mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaarn anggaran
daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024
scbagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2] dan ayat
{3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, scbagaimana telah beberapa kali
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diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17
ayat (2] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4] Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tzhun
2008 temang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2}, Pasal 89
ayat {1} dan Pasal 90 ayat (3] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluas1i Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Draerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daersh, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan
darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggl setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS
disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 disetujul bersama, Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan menyesuaikan program, kegiatan dan sub
kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG
PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD/RPD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati
Pesisir Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD
sebagaimana maksud Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisit Selatan tentang APBD Tahun Anpgaran 2024, sebagal benkut:

1.

Terdapat perbedaan jumlah anggaran yvang tercantum dalam RPJMD pada
Tahun 2024 Rpl.749.417.846.692 sedangkan vang tercantum datam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 Rpl 895.346.385.511; dan

Jumlah program wyang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2024
sejumlah 138 program sedangkan vang tercantum dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sejumlah 242 program.

Berkaitan dengan itu, Pernerintah Kabupaten Pesisir Sclatan agar
memperhatikarn:

1.

Jumlah anggaran dalam RPJMD bersilat indikalil, agar dipastikan belanja
daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program pricritas
daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan

. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil

fasilitasi RKPD Tahun 2024 serta Berita Acara Pernbahasan KUA dan PPAS
Tahun Anggaran 2024,

Sclanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapalan
target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikater Kinerja Utama ([KU)
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dan Indikator Kinerjza Daerah {IKD) sebagaimana tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024-2026.

VI. LAIN-LAIN

Pemerintah Kabupalen Pesisir Selatan dalam menyusun APBD Tahun Anggaran
2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga
mempedomani antara lain sebagai berikut ;

A

Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan
Cubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah
Republik Indeonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Eksirem, agar mengambil langkah-langhkab sebagai bertkut:

1. melaksanakan percepalan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah
kabupaten /kota melalul kegiatan/subkegiatan antara lain:

a. rehabilitasi spsial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA
di Luar Panti Sostal;

b. pecmeliharaan anak-anak terlantar;
¢c. pengelolaan pendidikan nonfermal /kesetaraan;
d. pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;

e. pencegahan dan  penyelesaian  perselisihan hubungan  industnal,
mogok kerja dan pentutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.

2. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil

musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara
musyawarah desa/kelurahan melatui kegitan/subkegiatan antara lain:

a. pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota;

b. advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta
masyarakal dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten fkota.

3. percepatan penghapusan kemiskinan ckstrem, termasuk permutakhiran

data penerima dengan nama dan alamat {by name by address) melalui
kegiatan /subkegiatan antara lain:

a. penvediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP
kewenangan daerah kabupaten /kota;

b. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya
dalam daerah kabupaten /kota; dan

¢. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.

4, memfasilitasi penyediaan perumahan bagi penerima manfaat; dan

5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap 3 [tiga) bulan sekali.
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C. Menindaldamjuti  Surat Edaran Menteri Dalam  Negeri  Nomor
900.1.9.1/5252/8J tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubermur, Bupati dan Wakil Bupati serta Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024 tanggal 29 September 32023, maka Pemenntah Kabupaten
Pesisir Selalan agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah
Pemibhan Kepala Daerah serentak kepada KPU dan Bawaslu sesuai
kebutuhan di APBD TA. 2024, Bilu ketentuan tersebut tidak dipenuhi dan
ditindaklanjuti maka nomor register untuk penetapan Perda APBD 2024
tidak akan diberikan. Untuk itu, pada saat pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi gubernur ini, agar
menyertakan dokumen resmi terkait besaran Hibah ke KPU dan Bawaslu
sebagal data pembanding untuk penerbitan atau tidak menerbitkan nomor
register pada APBD 2023, Dokumen resmi tersebut berupa salinan Naskah
Perjanjian Hibah Dacrah (NPHD} tentang Pelaksanaan Dana Hibah
Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun
2024 antara Bupati Pesisir Selaian dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu
Kabupaten Pesisir Sclatarn.

D. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan
kelerpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan
APBD vang berkualitas serta mergarmmn kepatuhan terhadap kaidah-kaidah
perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP
sebagai  gualify assurance untuk melakukan reviu  atas dokumen
perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD, Rencana
Kerja 5KPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar tmemastikan SKPD terkait
dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP.
Lapcran hasil reviu APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD
disampaikann kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusal dan
ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling
lama 7 [tujuh) hari setelah pelaksanaan reviu selesai dilaksapakan.

E. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar memastikan ketersediaan alokasi
anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
bagi non PNS vang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan
Pemenntah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggarzan Program JKK
dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2019 tcntang Perubahan atas Peraturan Pemcerintah Nomor 44 Tahun
2015, dimana kriteria pekerja yang bekega pada pemberi kerja
penyvelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

F. Pemerintah kKabupaten Pesisir Sciatan agar melakukan langkah-langkah
percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik
berbasis  bateral (Battery Electric Vehicle) sebagal kendaraan dinas
opcrasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan
daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermeotor Listrik Berbasis
Baterai [Baflery Electric Vehiclel Sebagal Kendaraan Dinas Operasional
dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pomerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah.
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. Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
400.14.1.1/6325/BAK tanggal 15 November 2023, hal Tuan Rumah
Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP)] dan Ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat
(Satlinmas) tingkat Nasional dimana Provinsi Sumatera Barat ditunjuk
sebagal tuan rumah pelaksanaan kegiatan tersebut, maka Bupati Pesisir
Selatan agar mendorong keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraaan peringatan
peringatan HUT Satpol PP ke-74 dan Satlinmas ke-62 Tingkat Nasional
Tahun 2024 di Sumatera Barat. Untuk itu agar Bupati menyiapkan dan
memastikan ketersediaan anggaran yang memadai pada APBD Tahun
Anggaran 2024 untuk mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan
dimaksud.




